:  PUTUSAN
Nomor 2/Pid.8/2019/PN Sgm

- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili pefkara pidana .
dengan acara pemeriksaan Singkat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1._Néma lengkap . Sulaiman Bin Sahabuddin

2. Tempat lahir : Jeneponto

3. Umur/Tanggal lahir 1 25 tahun /27 Mei 1994

4 Jeniskelamin  : Laki-laki

5. Kebangsaan . Indonesia .

6. Tempat tinggal : JI. Rumah Sakit Islam Faisal, Lorong 7 [Nomeor 4
| Makassar

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan o : Alumni UIN Alauddin Makassar.

Terdakwa tidak dapat dihadapkan dipersidangan sehingga diperiksa
tanpa kehadiran Terdakwa berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturap Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Caré Penyelesaian Tipndak Pidana
Pemilihan Umum,.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca: |
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 2/P d.S/2019/PN

Sgm tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapén Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2019/PN Sgm tanggal |11 Juli 2019
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi;saksi, Ahli serta memperhatikan

bukti surat d_an barang bukti yang diajukan di-persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sulaiman Bin Sahabuddin telah terbukti secpra sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan” jebagaimana
a

.diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal
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532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilih
Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. . |

2. Menjatuhkan pidana terhadap Sulaiman Bin Sahabuddin de
penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.0(
rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putihy
E1272, IME|:352713/07899766/7,
S/N:RR1H1095L5Y, terdapat didalamnya SIM Card
085240751010 No.PUK: 0025000004339946, SIM Card
082397757579 No. PUK 621000978275757900;

an Umum Jo.

ngan pidana
0,- (lima juta

Model :GT-

IMEI:352714/07/899766/5,

I Telkomsel
2 Telkomsel

1 Unit Handphone merk Samsung warna biru tua, Mod EI:SM-831OE,

IMEI:359941/06/437999/5,IME]| 5359942/06/437999/3,S/N

RR1H203Q

HTH, terdapat didalamnya Sim Card Telkomsel: 0821900=00269;

Dirampas untuk dimusnahkan !

1 (satu) unit Laptop merk Lenovo 14 Inci, warna
PF9XB7B21005;

Foto copy vyang dilega?isir C1 'Hologram/Rekap:i

Pangkabinanga, Parangbanoa dan Desaa Bontoala:;

Foto copy yang dilegalisir Print Foto SMS Percakapz
IMRAN dengan Terdakwa SULAIMAN:

hitam, MO

tulasi hasil

.penghitungan suara untuk tingkat DPRD Kab. Gowa pada Kelurahan

n Terdakwa

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Remilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa:
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec: Pal
Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP R

2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pa
Gowa;

angga Kab.

emilu Tahun
langga Kab.

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP P:emilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kalb. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP P

emilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa:

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP P
2019 untuk Desa/Kelurahan Panékkukang, Kec. Pal
Gowa; '

emilu Tahun
angga Kab.
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“Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP
2019 untuk Desa/Kelurahan Julukanaya, Kec. Pallangga

emilu Tahun
Kab. Gowa:

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pa langga Kab.

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untLik Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallanggs

Kab. Gowa:

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa:
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga KTf. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP
2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP P
2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec, Pallangga K
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP P
2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab.

emilu Tahun
Kab. Gowa:
emilu Tahun

ab. Gowa:

emilu Tahun

Gowa:;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab

, Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Julupa’mai, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPIRJD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupai, ‘Kec. Pallangga

Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1~DPF-WD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec.

Pallangga Kab. Gowa:

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec.

Pallangga Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Keg. Pallangga

Kab. Gowa:

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kea. Pallangga

Kab. Gowa;
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Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga
Kab. Gowa,

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec.
Pallangga Kab. Gowa; '

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga
Kab. Gowa,; .

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga
Kab. Gowa.

Dikembalikan pada Saksi Juanto.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama
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v) di

Bahwa Terdakwa SULAIMAN BIN SAHABUDDIN (diajukan

dengan IMRAN BIN MUDDIN dan IRFAN WAHAB yang penuntuta

- penuntutannya secara tanpa dihadiri Terdakwa / in absentia) b%r,sama—sama

nya diajukan

secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan

pasti pada bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu dalam

tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Pallangga Kecamatan Pallangga’

Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja

melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak

bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tarm

bahan suara

atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang baik sebagai orang

yang melakukan, menyuruh melakan atau turut serta melakukan, Perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

e Bahwa pada Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan Umum yakni

Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan An ggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD
Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan
diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.

Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksuli khususnya
Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten / Kota, telah ditet pkan Daftar
Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa berdaLarkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gawa Nomor :
157/ PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018,
dimana antara lain yang ditetapkan dalam DCT Anggota [DPRD Kab.
Gowa khususnya dari Dapil Gowa 7 (Palangga- Barombong), antara lain
sebagai berikut :

- Muhammad Said Asyura dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

No. urut 2
- Mﬁrsalim, SH. MM dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. urut 3
- Yuniarti, SH dari Partai Gerindra No. urut 7 '
Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa
Nomor : 24/PP.05-Kpt/ 7306/KPU-Kab/1/2019 tanggal 02 Januari 2019
Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa telah ditetapkan dan diangkat

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palangga
Kabupaten Gowa Untuk Pemilu Tahun 2019 yaitu
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1. Yulianti (Perempuan) alamat BTN Jenetallasa Permai B A3/10
2. Irfan Wahab, S.Pd.|I (Laki-laki) alamat Palangga
3. Imran (Laki-laki) alamat Dusun Lambengi Desa Bontoala

» Bahwa terkait pelaksanaan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten / Kota
tersebut, terdapat orang-orang yang ditunjukan atau ditugaskan sebagai
saksi yang didasarkan pada surat mandat dari peserta pemilu baik calon
anggota DPRD Kabupaten / Kota maupun dari Partai Politik tertentu,
dimana berdasarkan surat mandat dari Pengurus DPD PKS Kab. Gowa
No : 011/S/AS-6.PKS/VII/1440 telah ditugaskan dan dimandatkan
kepada Sulaeman atau Terdakwa sendiri selaku saksi dari PKS perihal
Pemilihan Umum Legislatif 2019

» Bahwa setelah pemilihan umum serentak dilaksanakan, pada hari Rabu
tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Warkop 27
Jalan Alauddin Makassar Kelurahan Mangasa Permai Kecamatan
Rappocini Kota Makassar, Imran bin Muddin bertemu dengan saksi dari
PKS yaitu Terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut, Terdakwa
menjanjikan uang kepada Imran bin Muddin sebesar Rp. Rp.
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan syarat Caleg PKS atas
nama Mursalim, SH. MM No. urut 3 Dapil 7 Palangga Barombong
ditambah perolehan suaranya dan terpilih menjadi anggota DPRD Kab.
Gowa Periode 2019 s/d 2024,

e Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 23.13 wita saat
berada kantor PPK Palangga di Aula Kantor Camat Palangga Kelurahan
Mangalli Kecamatan Palangga Kab. Gowa, Imran bin Muddin dengan
menggunakan Nomor HP 082397757579 bertanya melalui pesan singkat
atau sms (short message system) kepada Terdakwa di Nomor
085256234475, yaitu, “caleg nmr berapa yg bisa digeser suarax. Imran
PPK", lalu dijawab oleh Terdakwa “nomor urut 2 (rahma) dan nomor urut
8 (Rusman, SHI Dg Nassa), dimana jawaban dari Terdakwa termasuk no
HP Terdakwa tersebut, dikirimkan pula oleh Imran bin Muddin ke Irfan
Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab melalui no HP 082190000269

e Bahwa dari pertemuan dengan Terdakwa dan adanya permintaan dan
pemberian janji dari Terdakwa tersebut, akhirnya Imran bin Muddin
memenuhi permintaan Terdakwa sehingga pada bulan Mei ketika Imran
bin Muddin berada di kantor camat Pallangga, Imran bin Muddin meminta
kepada Mizwar Wahyudi untuk mengambil alih tugas Mizwar Wahyudi
selaku Devisi Tehnis untuk sistem penghitungan/SITUNG (agregator)

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid. $/2019/PN Sgm



sehingga Mizwar Wahyudi menyerahkan tugasnya kepada Imran bin
Muddin dan Imran bin Muddin langsung merubah data DAA1 melalui
aplikasi rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa dengan
menggunakan Laptop milik Juslina dengan cara mengurangi perolehan
suara Internal Partai yaitu dari suara caleg lain dan menambah suara
Mursalim, SH. MM sehingga perolehan suara Mursalim, SH. MM
mengalami perubahan yaitu dengan memperoleh penambahan perolehan
suarahya yang diambil dari suara caleg lain sehingga berkurang

Bahwa adapun rincian perolehan suara yang telah dirubah oleh Imran bin
Muddin antara lain sebagai berikut:

A. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :

Adapun pergeseran suara untuk MURSALIM di Desa Bontoala

terdapat di 11 TPS yakni sebagai berikut: '

v TPS 2 suara awal nya 0 berubah menjadi 4, pertambahan sura
diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.l. Dg. NABA
sebanyak 4 suara.

v TPS 4 suara awal 0 berubah menjadi 2 pertambahan suara
diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.|. Dg. NABA
sebanyak 2 suara.

v TPS 9 suara awalnya 0 berubah menjadi 1 pertambahan suara
diambil dari suara caleg atas nama Zulfiadi sebanyak 1 suara.

v TPS 22 suara awal 1 berubah jadi 4, pertambahan suara diambil
dari suara caleg atas nama Rahma sebanyak 3 suara.

v  TPS 27 suara awal 0 berubah menjadi 7,pertambahan suara
diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.l. Dg. NABA
sebanyak 7 suara.

v" TPS 31 dari 0 berubah menjadi 1, pertambahan suara diambil dari
suara caleg atas nama Zulfiadi sebanyak 1 suara.

v TPS 41 dari 0 menjadi 1, pertambahan suara diambil dari suara
caleg atas nama Zulfiadi sebanyak 1 suara.

v TPS 42 dari 0 berubah menjadi 20, pertambahan suara diambil
dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.l. Dg. NABA sebanyak
20 suara.

v' TPS 44 dari 2 suara berubah menjadi 42, pertambahan suara

diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.I. Dg. NABA
sebanyak 40 suara.
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v' TPS 58 dari suara awal 1 berubah menjadi 11 suara pertambahan
suara diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.l. Dg.
NABAsebanyak 10 suara. .

v 62 dari 0 menjadi 8 suara pertambahan suara diambil dari suara
caleg atas nama RUSMAN S.H.l. Dg. NABA sebanyak 8 suara.

e Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi
hasil perolehan suara pemilu Tahun 2019, pada Pasal 17 diatur, bahwa
(1) PPK melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam
a. 1 (satu) wilayah kelurahan / desa atau sebutan lain
b. 1 (satu) wilayah kecamatan
Dimana untuk wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain tersebut
dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan
TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK
« Bahwa Rekapitulasi Hasi Perhitungan Suara tingkat desa di Kecamatan
Palangga Kab. Gowa atas perolehan suara dalam pemilu 2019 tersebut,
telah ditetapkan dan disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri oleh
Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK, saksi peserta pemilu dan
Panswascam yang kemudian dituangkan dalam formulir model DAA1
Plano dan DAA1 soft file. Namun demikian Imran bin Muddin bersama
dengan Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab selaku Anggota PPK
Kecamatan Palangga telah bekerjasama membuat perubahan data
Rekapitulasi Hasi Perhitungan Suara tingkat desa (DAA1), dengan
mengubah data pada soft file DAA1 setelah pleno tingkat desa selesai
dan perubahan tersebut dilakukan oleh Imran bin Muddin bersama Irfan
Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab diluar rapat pleno bahkan telah dicetak
oleh Imran bin Muddin dan Irfan Wahab als lwa bin H. Abd Wahab serta
akan diserahkan kepada peserta pemilu
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU
Kedua

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN BIN SAHABUDDIN (selanjutnya disebut
Terdakwa penuntutannya diajukan secara tanpa dihadiri Terdakwa / in absentia)
pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada
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waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat Warkop 27 Jalan Sultan Alauddin
Makassar Kelurahan Mangasa Permai Kecamatan Rappocini Kota Makassar
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Il’asal 84 ayat
(2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan
mengadili, sebagai yang dengan sengaja memberi atau menjanjjkan sesuatu,
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengam kekerasan,
ancaman kekerasan atau penyesatan atau dengan memberi |kesempatan,
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara
seorang pemilih menjadi tidak bermilai atau menyebabkan peserta pemilu
tertenfu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu
menjadi berkurang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara
lain sebagai berikut :
e Bahwa pada Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan umum yakni
Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD
Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan
diseler;ggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.

Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksu
Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten / Kota, telah ditetz
Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa berda

d khususnya
pkan Daftar

sarkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gewa Nomor :
157/ PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018,

dimana antara lain yang ditetapkan dalam DCT Anggota
Gowa khususnya dari Dapil Gowa 7 (Palangga- Barombong
sebagai berikut ;-

DPRD Kab.

), antara lain

- Muhammad Said Asyura dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

No. urut 2

- Mursalim, SH. MM dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) N
- Yuniarti, SH dari Partai Gerindra No. urut 7
Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kabu
Nomor : 24/PP.05-Kpt/ 7306/KPU-Kab/I/2019 tanggal 02 .
Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecan
Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa telah ditetapkan q
sebagai Panitia Pemilihan Keéamatan (PPK) Kecamatd
Kabupaten Gowa Untuk Pemilu Tahun 2019 vyaitu
1. Yulianti (Perempuan) alamat BTN Jenetallasa Per
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2. Irfan Wahab, S.Pd.| (Laki-laki) alamat Palangga
3. Imran (Laki-laki) alamat Dusun Lambengi Desa Bontoala

» Bahwa terkait pelaksanaan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten / Kota
tersebut, terdapat orang-orang yang ditunjukan atau ditugaskan sebagai
saksi yang didasarkan pada surat mandat dari peserta pemilu baik calon
anggota DPRD Kabupaten / Kota maupun dari Partai Politik tertentu,
dimana berdasarkan surat mandat dari Pengurus DPD PKS Kab. Gowa
No : 011/S/AS-6.PKS/VIIN1440 telah ditugaskan dan dimandatkan
kepada Sulaeman atau Terdakwa sendiri selaku saksi dari PKS perihal
Pemilihan Umum Legislatif 2019

» Bahwa setelah pemilihan umum serentak dilaksanakan, pada hari Rabu
tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Warkop 27
Jalan Alauddin Makassar Kelurahan Mangasa Permai Kecamatan
Rappocini Kota Makassar, Imran bin Muddin bertemu dengan saksi dari
PKS yaitu Terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut, Terdakwa
menjanjikan uang kepada Imran bin Muddin sebesar Rp. Rp.
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan syarat Caleg PKS atas
nama Mursalim, SH. MM No. urut 3 Dapil 7 Palangga Barombong
ditambah perolehan suaranya dan terpilih menjadi anggota DPRD Kab.
Gowa Periode 2019 s/d 2024, |

» Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 23.13 wita saat
berada kantor PPK Palangga di Aula Kantor Camat Palangga Kelurahan
Mangalli Kecamatan Palangga Kab. Gowa, Imran bin Muddin dengan
menggunakan Nomor HP 082397757579 bertanya melalui pesan singkat
atau sms (short message system) kepada Terdakwa di Nomor
085256234475, yaitu, “caleg nmr berapa yg bisa digeser suarax. Imran
PPK", lalu dijawab oleh Terdakwa “nomor urut 2 (rahma) dan nomor urut
8 (Rusman, SHI Dg Nassa), dimana jawaban dari Terdakwa termasuk no
HP Terdakwa tersebut, dikirimkan pula oleh Imran bin Muddin ke Irfan
Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab melalui no HP 082190000269

* Bahwa dari pertemuan dengan Terdakwa dan adanya permintaan dan
pemberian janji dari Terdakwa tersebut, akhirnya Imran bin Muddin
memenuhi permintaan Terdakwa sehingga pada bulan Mei ketika Imran
bin Muddin berada di kantor camat Pallangga, Imran bin Muddin meminta
kepada Mizwar Wahyudi untuk mengambil alih tugas Mizwar Wahyudi
selaku Devisi Tehnis untuk sistem penghitungan/SITUNG (agregator)
sehingga Mizwar Wahyudi menyerahkan tugasnya kepada Imran bin
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Muddin dan Imran bin Muddin langsung merubah data DAA1 melalui
aplikasi rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa dengan
menggunakan Laptop milik Juslina dengan cara mengurangi perolehan
suara Internal Partai yaitu dari suara caleg lain dan menambah suara
Mursalim, SH. MM sehingga perolehan suara Mursalim, SH. MM
mengalami perubahan yaitu dengan memperoleh penambahan perolehan
suaranya yang diambil dari suara caleg lain sehingga berkurang
Bahwa adapun rincian perolehan suara Mursalim yang telah dirubah oleh
Imran bin Muddin antara lain sebagai berikut:
A. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA : ,

Adapun pergeseran suara untuk MURSALIM di Desa Bontoala

terdapat di 11 TPS yakni sebagai berikut:

v' TPS 2 suara awal nya 0 berubah menjadi 4, pertambahan sura

diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.l. Dg. NABA
sebanyak 4 suara. — =

v TPS 4 suara awal 0 berubah menjadi 2 pertambahan suara
diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.I. Dg. NABA
sebanyak 2 suara. ------m-eeeeemee e -

v TPS 9 suara awalnya 0 berubah menjadi 1 pertambahan suara
diambil dari suara caleg atas nama Zulfiadi sebanyak 1 suara. --
v TPS 22 suara awal 1 berubah jadi 4, pertambahan suara diambil
dari suara caleg atas nama Rahma sebanyak 3 suara.--------------
v TPS 27 suara awal 0 berubah menjadi 7,pertambahan suara

diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.I. Dg. NABA
sebanyak 7 suara. -

v TPS 31 dari 0 berubah menjadi 1, pertambahan suara diambil dari
suara caleg atas nama Zulfiadi sebanyak 1 suara.

v" TPS 41 dari 0 menjadi 1, pertambahan suara diambil dari suara
caleg atas nama Zulfiadi sebanyak 1 suara, ------------—-oeeoeee.
v TPS 42 dari 0 berubah menjadi 20, pertambahan suara diambil
dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.I. Dg. NABA sebanyak
20 suara. —

v' TPS 44 dari 2 suara berubah menjadi 42, pertambahan suara

diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.I. Dg. NABA
sebanyak 40 SUAra.-------==---eeemmo
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v' TPS 58 dari suara awal 1 berubah menjadi 11 suara

pertambahan

suara diambil dari suara caleg atas nama RUSMAN S.H.l. Dg.

NABAsebanyak 10 suara.

v’ 62 dari 0 menjadi 8 suara pertambahan suara diambil dari suara
caleg atas nama RUSMAN S.H.l. Dg. NABA sebanyak 8 suara.----

» Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Rekapitulasi

hasil perolehan suara pemilu Tahun 2019, pada Pasal 17 diatur, bahwa

(1) PPK melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan
a. 1 (satu) wilayah kelurahan / desa atau sebutan lain
b. 1 (satu) wilayah kecamatan

suara_dalam:

Dimana untuk wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain tersebut
dilakukan secara berurutan dimulai.dari TPS pertama saJ‘npai dengan

TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK

Palangga Kab. Gowa atas perolehan suara dalam pemilu 2
telah ditetapkan dan disepakati dalam rapat pleno yang
Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK, saksi peserta

Bahwa Rekapitulasi Hasi Perhitungan Suara tingkat desa di Kecamatan

D19 tersebut,
dihadiri oleh

pemilu dan

Panswascam yang kemudian dituangkan dalam formulirJnodel DAA1

Plano dan DAA1 soft file. Namun demikian Imran bin Mu

din bersama

dengan Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab selaku Anggota PPK
Kecamatan Palangga telah bekerjasama membuat perubahan data
Rekapitulasi Hasi Perhitungan Suara tingkat desa (DAA1), dengan

mengubah data pada soft file DAA1 setelah pleno tingkat
dan perubahan tersebut dilakukan oleh Imran bin Muddin b
Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab diluar rapat pleno bahkan
oleh Imran bin Muddin dan Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd

desa selesaij
ersama Irfan
telah dicetak

Wahab serta

akan diserahkan kepada peserta pemilu, dimana perbuatan yang
dilakukan oleh Imran bin Muddin bersama Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd

Wahab tersebut dilakukan atas adanya permintaan atau peng

Terdakwa sebelumnya tersebut, menyebabkan suara seo

ganjuran dari

‘ang pemilih

menjadi tidak bernilai atau adanya peserta pemilu tertenlJu mendapat

tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi

Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemility
Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

dana dalam
an Umum jo
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.

Juanto Bin Djufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa Pemilu diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Gowa.
Bahwa Pemilihan Umum yang berlangsung untuk pemilihan Presiden, DPRD
Pusat, DPRD Kabupaten, DPD:

Bahwa ada temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh
salah satu anggota PPK Palangga;

Bahwa Pelanggaran pemilu dilakukan oleh Anggota PPK yang bernama
Imran, Irfan dan H. said serta Terdakwa:;

Bahwa caranya ditemukan pelanggaran pemilu karena adanya informasi
melalui pesan di Whatsapp kepada saksi yang isi pesannya bahwa adanya
pergeseran suara yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota PPK
terhadap Anggota Caleg dari Partai Gerindra, Partai PKS, Partai i

Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu, kemudian
saksi melakukan klarifikasi dan identifikasi masalah tersebut dilapangan, dan
pada saat itu kami sedang melakukan rekap di KPU Kabupaten dan saat
malam hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi mengajak teman komisioner lain
ke Kantor Camat Palangga, dan saat itu sedang dilakukan rekap di Kantor
Kecamatan;

Bahwa tindakan kami setelah adanya temuan pelanggaran pemilu lalu kami
koordinasi dengan pihak Polres, setelah itu kami melakukan pertemuan
antara Gakumdu yakni Polisi, Jaksa dan Bawaslu dan hasil pertemuan
Gakumdu sesuai Pasal 532 KUHAP yakni terbukti adanya pelanggaran
pemilu yaitu pergeseran suara sehingga masalah tersebut diproses lebih
lanjut oleh pihak Polsek:

Bahwa apabila salah satu pihak Gakumdu tidak menyetujui mengenai adanya
dugaan pelanggaran pemilu yakni pergeseran suara maka tidak dapat
ditindak lebih lanjut;

Bahwa untuk mengetahui adanya pergeseran suara atau perbedaan data
perolehan suara secara fisik yaitu déngan membandingkan data yang ada
pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS (Plano C1) dengan sertifikat
rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat desa (DAA1);
Bahwa adapun data secara rinci pergerseran suara yang dilakukan oleh
Saksi Imran untuk Partai Genrindra caleg bernama Yuniarti, SH terdapat
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perubahan suara dari 4 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara
pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya
memiliki 0 suara kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang
awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1,
sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2
suara di DAA.1;

Bahwa adapun data secara rinci pergerseran suara yang dilakukan oleh
Saksi Imran untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim
terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya
memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS
7 yang awalnya memiliki 0 suara kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7
suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara
di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah
menjadi 2 suara di DAA.1;

Bahwa adapun data secara rinci pergerseran suara yang dilakukan oleh
Saksi Imran untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim
terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni perolehan suara dari 11 TPS
hanya memiliki 4 suara sesuai rekap DA1 (rekap palsu) kemud'ian bertambah
97 suara sehingga total suara yang diperoleh setelah penambahan menjadi
101 suara;

Bahwa adapun data secara rinci pergerseran suara yang dilakukan oleh
Saksi Imran untuk Partai PPP Caleg atas nama H. Muh. Said Asyura terdapat
perubahan suara dari 15 TPS dari 5 Desa yakni Desa Bontoala jumlah suara
sebanyak 110 bertambah menjadi 113 suara, Desa Jenetallasa jumlah
suaranya sebanyak 64 bertambah rhenjadi 130 suara, Desa Parang Banoa
jumlah suaranya sebanyak 14 bertambah menjadi 34 suara, Desa
Pangkabinanga jumlah suaranya sebanyak 468 bertambah menjadi 485
suara, dan Desa Bontoramba jumlah suaranya sebanyak 72 bertambah
menjadi 78 suara;

Bahwa adapun perolehan para caleg tersebut bertambah, yakni Caleg
Yuniarti, SH dari Partai Gerindra bertambah karena diperoleh dari suara
caleg partai yang sama, dan Caleg Mursalim dari Partai PKS bertambah
karena diperoleh suara caleg dari partai yang sama bernama Rusman Dg.
Naba, sedangkan Caleg H. Muh. Said. Asyura bertambah suaranya karena
diperoleh dari suara caleg partai yang sama yakni caleg Faisal, Irwan Abidin,

dan Julia Eka Puspita, sebagaimana pergeseran suara tersebut terjadi
didalam internal partai;
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" koordinasi dengan pihak terkait yakni meminta keterangan dari

. teman Bawaslu, KPU dan Polres untuk melakukan pengecekan

- Bahwa perubahan data tersebut ditemukan dari pengawasan Bawaslu

dengan KPU setelah dilakukan pengecekan dan penyandingan data C1

sehingga diketahui ada data yang bergeser pada data Hardcopy

DAA.1;

Bahwa setelah mengetahui adanya perubahan data lalu kami melakukan

dan Irfan serta beberapa saksi dan anggota PPK lainnya, lalu

Saksi Imran

setelah kami

mencocokkan bukti rekapan perolehan suara dari beberapa TPS sehingga

menguatkan dugaan kami bahwa Imran dan Irfan melakukan
setelah itu pihak Kepolisian mengamankan Saksi Imran da
barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop serta 2 (dua) unit Han
dokumen-dokumen DAA.1 dan DA.1 yang sudah di print;

pelanggaran,
n Irfan serta

dphone serta

Bahwa yang melakukan rekapitulasi perolehan suara DAA.1 atau menginput

data yaitu Saksi Imran dan Irfan Wahab;

Bahwa selain informasi dari masyarakat, kami sudah lama menduga dan ada

kecurigaan kami terhadap salya_p satu kecamatan vyang
melakukan rekapitulasi yaitu Kecamatan Pallangga sementar
sudah banyak yang hampir selesai dan bahkan sudah ada

sangat telat
3 kecamatan

(
yang selesai

rekapnya, dan dugaan kami menguat setelah adanya informasi bahwa ada

permainan perubahan suara sehingga kami fokus melakukan

pengawasan

terhadap kecamatan Pallangga dan kami saling koordinasi kepada teman-

j langsung ke

TKP dan hasil pengecekan kami itulah terbukti adanya pergeseran suara

sehingga.dilakukan pengamanan terhadap terdakwa Imran, dan
Bahwa perubahan data yang dilakukan oleh terdakwa Imran

rfan;

masih dalam

rangkaian pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, dan data perolehan suara

disemua desa sudah selesai dilakukan penginputan pada DAA. 1

soft file dan

pengisian DAA.1 plano yang telah ditanda tangani oleh saksi pariai dan PPK,

kepada saksi dan Panwascam serta penetapan secara kesel
rekap kecamatan Pallangga;
Bahwa berdasarkan informasi Klarifikasi teman saksi- yang
pemeriksaén terhadap terdakwa Imran yaitu Husnaeni bahw
Imran dijanjikan sejumlah dana oleh Caleg yang ditambah suars
Rp200.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000 -

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Imran bahwa ia ba

dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Caleg yan
ketahui, '
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'dengan cara mengurangi suara Caleg sesama Internal partai;

Bahwa setelah kami menemukan perubahan data perolehan suara kemudian
kami mengulang rekap dan mengurangi suara caleg dan menambah suara
caleg yang sebenarnya; _
Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara dilakukan di TPS, Kecamatan
dan Kabupaten; ’
Bahwa Saksi mendapatkan data dalam bentuk Hardcopy dan Sdft file;

Bahwa hasil rekapan dari TPS dituangkan dalam bentuk. C1‘ Plano yang
sudah dirampungkan kemudian dituangkan dalam bentuk menjadi DAA.1 ;
Bahwa data yang saksi dapatkan dilapangan masih dalam bentuk file yang
sudah terjadi perubahan dan hasil C1 Plano; |
Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Imran, sempat dilakukan
pengecekan sms percakapan pada handphone milik Imran dan irfan;

- Bahwa kami selaku Penyelenggara Pemilu, kami dapat mengafnbil hasil C1

yang sudah di print dan yang telah dibagikan kepada Panwas, Para Saksi
dan PPK, sehingga dari data C1 tersebut kami dapat meflihat adanya
perubahan data perolehan suara Caleg; |

. Ruslan Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut: ‘
Bahwa adapun tugas saksi selaku Ketua di Panwascam adalah mengawasi
seluruh tahapan Pemilu yang sedang berlangsung saat itu:
Bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan yang sedang
berlangsung_?saat itu yakni pergeseran suara masalah penambahan dan
pengurangaﬁ suarayang terjadi didalam internal partai, seperti jpenambahan
suara Caleg No. Urut 2 bernama H. Muh. Said Asyura darj Partai PPP

Bahwa yang melakukan perubahan data vyakni penanjbahan dan
pengurangan suara terhadap Caleg adalah anggota PPK yakni Imran, H.
Said Asyura selaku Caleg dari Partai PPP serta [rfan:
Bahwa tugas Imran selaku Divisi Data PPK Kecamatan Péllangga sedangkan
Irfan selaku Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;

Bahwa Saksi mengetahuinya berawal pada tanggal 10 Mei

2019, saksi

meminta kepada Imran untuk memprint data DAA.1 untuk desa dan

kelurahan, namun Imran mengatakan tidak ada printer dan

. semestinya DAA.1 diberikan kepada saksi partai dan Panwasca
~ saksi meminta soft copy dalam bentuk Flash disk lalu saksi me

dan membandingkan data DAA.1 dengan data C1 serta data
telah saksi dapatkan sebelumnya, sehingga dari hasil perba
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tersebut saksi menemukan adanya pergeseran suara yang te

internal partai PPP seperti Caleg PPP atas nama H. Muh.

riadi didalam
Said Asyura

bertambah perolehan suaranya dengan mengurangi suara Caleg lain dari

partai PPP;

Bahwa data DA.1 yakni data rekapan kecamatan telah dicetak oleh terdakwa

Imran diruang Aula Kantor Kecamatan, yang setelah itu hasil print tersebut

akan digandakan oleh terdakwa Imran serta Irfan di temp

samping kampus Unismuh Makassar, lalu saksi tiba-tiba di

t foto copy

elepon oleh

Muhammadong dan menyampaikan agar dokumen DA.1 jangan digandakan

karena terjadi permasalahan terhadap data DA.1, lalu sa

si melarang

terdakwa Imran untuk jangan digandakan dokumen tersebut sThingga kami

kembali ke kantor kecamatan dan melakukan pencermatan dan

merﬁbandingkan data yang diberikan oleh terdakwa Imran dengan rekap C1

Panwascam sehingga ditemukan. pergeseran suara yang tefjadi didalam

internal partai;

Bahwa sepengetahuan saksi suara Caleg H. Muh. Dahlan Dg. Tawang yang

semula menjadi pemenang ke dua dan setelah terjadi pergeseran suara

sehingga menjadi pemenang ke-3 sehingga tidak terpilih menjadi anggota

DPRD Kabupaten karena jatah kursi untuk partai PPP hanya
kursi, sedangkan H. Muh. Said Asyura yang semula pemenang
menjadi pemenang urutan ke dua;

mendapat 2

urutan ketiga

Bahwa alat yang digunakan Imran dalam melakukan perubahan data jumlah

suara melalui aplikasi perhitungan suara ditingkat Desa yaitu
laptop namun saksi tidak mengetahui jenis laptop yang digunaka
Bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan s

1 (satu) unit
n tersebut:

ara didalam

Internal partai Gerindra, Partai PPP dan partai PKS oleh terdakwa, maka
yang dirugikan adalah Para Caleg yang sebenarnya memenuhi syarat terpilih

menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa;
Bahwa selain partai PPP, Imran juga melakukan perubahan

data jumlah

suara di partai Gerindra dan partai PKS, yakni perolehan suara Galeg Yuniarti
dari partai Gerindra ditambah suaranya dan Caleg Saharuddin Mone

dikurangi suaranya, sedangkan dari partai PKS yang ditamb
yaitu Caleg Mursalim dengan mengurangi suara caleg fain did
partai itu sendiri;

. Muhammadong Bin Tawalla, dibawah sumpah pada pokok

berikut;

- Bahwa adapun tugas saksi selaku Divisi Pengawasan Hub
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Lembaga di Panwascam Kecamatan Pallangga yakni mengawasi kinerja
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Pallangga beserta
jajarannya;

Bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan yang sedang
berlangsung saat itu yakni pergeseran suara masalah penambahan dan
pengurangan suara yang terjadi didalam internal partai, seperti penambahan
suara Caleg No. Urut 2 bernama H. Muh. Said Asyura dari Partai PPP
dengan cara mengurangi suara Caleg sesama Internal partai;

Bahwa yang melakukan perubahan data yakni penambahan dan
pengurangan suara terhadap Caleg adalah anggota PPK yakni Imra, H. Said
Asyura selaku Caleg dari Partai PPP serta Irfan;

Bahwa tugas Imran selaku Divisi Data PPK Kecamatan Pallangga sedangkan
Irfan selaku Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;

Bahwa Saksi mengetahuinya berawal pada tanggal 10 Mei 2019, saksi
meminta kepada Imran untuk memprint data DAA.1 untuk desa dan
kelurahan, namun Imran mengatakan tidak ada printer dan kertas yang
semestinya DAA.1 diberikan kepada saksi partai dan Panwascam, setelah itu
saksi meminta soft copy dalam bentuk Flash disk lalu saksi membuka laptop
dan membandingkan data DAA.1 dengan data C1 serta data DAA.1 yang
telah saksi ‘dapatkan sebelumnya, sehingga dari hasil perbandingan data
tersebut saksi menemukan adanya pergeseran suara yang terjadi didalam
internal partai PPP seperti Caleg PPP atas nama H. Muh. Said Asyura
bertambah perolehan suaranya dengan mengurangi suara Caleg lain dari
partai PPP;

Bahwa data DA.1 yakni data rekapan kecamatan telah dicetak oleh Imran
yang kemudian akan digandakan oleh Imran ditempat foto copy disamping
kampus Unismuh, namun pada saat itu saksi menelpon Muh. Ruslan selaku
Ketua Panwascam agar menyampaikan kepada terdakwa Imran agar tidak
menggandakan data DA.1 karena terjadi pergeseran suara khususnya pada
internal partai PPP;

Bahwa pada saat ditemukan adanya pergeseran suara, beberapa jam
kemudian datanglah Caleg dapil 7 (Barombong-Pallangga) atas nama'Muh.
Dahlan Dg. Tawang yang memprotes adanya pergeseran atas perolehan
suaranya, yang semula menjadi pemenang kedua namun setelah terjadi
pergeseran suara internal partai kemudian H. Muh.Dahlan menjadi
pemenang ke-3 sehingga tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gowa,
karena jatah kursi untuk partai PPP dapil 7 hanya mendapat 2 kursi:
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Bahwa yang membantu Imran melakukan perubahan data
Wahab;

adalah Irfan

Bahwa ada 5 desa yang bermasalah yaitu Desa Bontoala, Desa Jenetallasa, _

Kelurahan Parangbanoa, Kelurahan Pangkabinanga, Desa Bontpramba;

Bahwa selain partai PPP, Imran juga melakukan perubahan| data jumlah

suara di'partai Gerindra dan partai PKS, yakni perolehan suara Caleg Yuniarti

dari partai Gerindra ditambah suaranya dan Caleg Saharuddin Mone

dikurangi suaranya, sedangkan dari partai PKS yang ditambah suaranya

yaitu Caleg Mursalim dengan mengurangi suara caleg lain didalam internal

partai itu sendiri;

Bahwa sepengetahuan saksi, Imran menerima uang panjar yang diberikan’
oleh H. Muh. Said Ayura Caleg Partai PPP sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta

rupiah) sehingga hatl tersebut mendorong terdakwa Imra
perubahan data suara caleg H. Muh. Said Asyura;

Bahwa berdasarkan informasi dari teman saksi yang tela

N melakukan

h melakukan

pemeriksaan terhadap Imran, bahwa H. Muh. Said Asyura menjénjikan uang

kepada Imran sebesar Rp200.000.000,- s/d Rp250.000.000,- ;

Bahwa berdasarkan informasi dari teman saksi yang tela

h melakukan

pemeriksaan terhadap Imran, bahwa Caleg Mursalim dari| partai PKS

menjanjikan dana kepada Imran sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima

juta rupiah);

Bahwa sepengetahuan saksi, Imran kenal dengan H. Muh.

Said Asyura

Caleg Partai PPP karena rumah mereka bertetangga di Pallangga,

sedangkan Imran kenal dengan Mursalim Caleg Partai
dikenalkan oleh Sulaiman selaku saksi dari partai PKS;

PKS karena

Bahwa selain partai PPP, Imran juga melakukan perubahaldata jumiah

suara di partai Gerindra dan partai PKS, yakni perolehan suara

aleg Yuniarti

dari partai Gerindra ditambah suaranya dan Caleg Saharuddin Mone
dikurangi suaranya, sedangkan dari partai PKS yang ditambah suaranya

yaitu Caleg Mursalim dengan mengurangi suara caleg lain didalam internal

partai itu sendiri;
Bahwa alat yang digunakan Imran dalam melakukan perubaha
suara melalui aplikasi perhitungan suara ditingkat Desa yaitu

n data jumlah
1 (satu) unit

laptop namun saksi tidak mengetahui jenis laptop yang digunakan tersebut ;

Bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan s
Internal partai Genrindra, Partai PPP dan partai PKS maka y
adalah Para Caleg yang sebenarnya memenuhi syarat ter
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Anggota DPRD Kab. Gowa;

. Salahuddin Bin Haripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut: '

Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak
pidana pemilu; |

Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 10 Mei
2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kantor Camat Pallangga, Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa,

Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pemilu tersebut adalah Irfan
Wahab, Imran Bin Mudding dan H. Muhammad Said Asyura serta Terdakwa
yang merupakan saksi partai PKS;

Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana pemilu tersebut
berawal ketika saksi ditelpon oleh Komisioner KPU yaitu Tasrif pada hari
Jum’at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dan menyuruh saksi
untuk datang ke kantor PPK. Selanjutnya saksi menuju ke kantor PPK
Pallangga dan saat itu saksi melihat kerumunan massa di luar kantor PPK,
terus saksi masuk di halaman kantor PPK menemui Tasrif yang kemudian
bertanya “Dimana Imran dan Irfan?" Lalu saksi menjawab bahwa “Dia pergi
fotocopy di Unismuh”, lalu Tasrif menyampaikan kepada saksi bahwa Imran
telah merubah data perolehan suara;

Bahwa tidak lama kemudian, datang Kapolsek Pallangga juga bertanya
mengenai keberadaan Imran dan Irfan, lalu saksi menjawab lagi kalau Imran
dan Irfan pergi fotocopy di Unismuh, berselang setengah jam kemudian Imran
dan Irfan sudah ada di kantor PPK:

Bahwa selanjutnya saksi melihat Kapolsek mengamankan Imran dan sebuah
laptop yang dikuasainya dan dibawa masuk ke ruang Aula Kantor Camat.
Sedangkan Irffan Wahab (Terdakwa), saksi ketahui keterlibatannya setelah
diambil keterangannya oleh Pihak Bawaslu Gowa pada hari Sabtu tanggal 11
Mei 2019 di kantor PPK Pallangga, dimana informasinya bahwa Irfan Wahab
adalah pihak yang mengetahui Imran melakukan perubahan data yakni
menambah dan mengurangi suara caleg tertentu, padahal selaku
penyelenggara pemilu di bidang teknis, Ifan Wahab mengetahui bahwa hal
tersebut adalah pelanggaran, tetapi tetap melakukan pembiaran dan tidak
pernah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Imran kepada sesama
Anggota PPK Kecamatan Pallangga dan juga kepada KPU atau Bawaslu.
Bahwa untuk Terdakwa, saksi ketahui keterlibatannya juga atas informasi dari
para saksi partai yang turut hadir pada malam tanggal 10 Mei 2019 di Kantor
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Camat Pallangga, dimana menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa
adalah orang yang meminta Imran untuk melakukan perubahan data,
menjanjikan sejumlah uang kepada Imran senilai Rp. 50 juta hingga Rp. 70
juta ketika Imran bisa melakukan perubahan data dan menaikkan suara caleg
PKS dari dapil Pallangga Barombong atas nama Mursalim;

Bahwa Imran Bin Muddin yang merupakan anggota PPK Kecamatan
Pallangga bagian Divisi Data melakukan perubahan data di aplikasi
rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa yaitu formulir model DAA.1 soft
file. Formulir model DAA.1 soft file menampilkan hasil perhitungan suara di
semua TPS dalam satu desa;

Bahwa sebelum penetapan, Imran melakukan perubahan data perolehan
suara yang telah diinput sebelumnya, perubahan ini dilakukan dengan cara
menggeser perolehan suara internal partai, misalnya partai PPP, Imran
mengambil suara dari Caleg lain dan dipindahkan ke Caleg nomor urut 2
DPRD Kabupaten Muhammad Said Asyura, setelah Imran melakukan
perubahan data pada DAA.1 soft file, data tersebut kemudian diprint dan
difotocopy dan akan disampaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan;
Bahwa alat yang digunakan oleh Imran Bin Mudding dalam melakukan
perubahan data di Formulir DAA.1 soft file pada aplikasi rekapitulasi
perhitungan suara di tingkat desa adalah 1 (satu) unit laptop berwarna hitam
14 inchi, tetapi saksi tidak mengetahui merk laptop tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ketahui, nama Caleg PPP yang
perolehan suaranya digeser oleh Imran masuk ke perolehan suara H.
Muhammad Said Asyura adalah H. Muh. Dahlan Dg. Tawang (nomor urut 1),
tetapi saksi tidak ketahui perolehan suara dari TPS mana dan dari desa
mana,

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara Caleg H. Muh. Dahlan
Dg. Tawang yang peroleh suaranya digeser oleh Imran masuk ke perolehan:
suara Caleg H. Muhammad Said Asyura;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara yang ditambahkan oleh
Imran masuk ke perolehan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura secara
keseluruhan;

Bahwa benar dengan adanya penambahan suara Caleg H. Muhammad Said
Asyura yang dilakukan oleh Imran, urutan Caleg H. Muhammad Said Asyura

di internal partainya mengalami perubahan menjadi urutan ke-2 dan
berpotensi untuk terpilih;
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Bahwa motivasi Imran Bin Mudding sehingga melakukan perubahan data
dengan menambahkan perolehan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura
adalah karena Imran diberikan sejumlah uang dan dijanjikan sejumlah uang
oleh Caleg H. Muhammad Said Asyura sebesar 200 juta rupiah sampai
dengan 250 juta rupiah;

Bahwa sepengetahuan saksi, selain Caleg H. Muhammad Said Asyura,
Caleg Kabupaten dari partai PKS nomor urut 3 atas nama Mursalim, S.E.,
M.M. perolehan suaranya juga ditambah oleh Imran. Begitu pula dengan
Caleg Kabupaten dari partai Gerindra nomor urut 7 atas nama Yuniarti, S.H.
juga ditambahkan oleh Imran;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah perolehan suara yang
ditambahkan oleh Imran kepada Caleg Mursalim, S.E., MM, dan Caleg
Yuniarti, S.H. dan dari Caleg mana perolehan suaranya diambi,

Bahwa benar dengan penambahan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura
yang dilakukan oleh Imran dapat memenangkan Caleg H. Muhammad Said
Asyura, dimana posisinya menjadi urutan ke-2 di internal partai PPP
menggeser posisi H. Muh. Dahlan Dg. Tawang yang sebelumnya urutan ke-2;
Bahwa perubahan data yang dilakukan oleh Imran tersebut dilakukan
sebelum pleno penetapan hasil perolehan suara dilaksanakan oleh PPK
Kecamatan Pallangga;

Bahwa Rapat Pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pada
tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019 di Kantor PPK
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Adapun Rapat Pleno tersebut
diambil alih oleh KPU Kabupaten Gowa disebabkan adanya kejadian
perubahan perolehan suara Caleg peserta Pemilu;

Bahwa sepengetahuan saksi, data yang diplenokan oleh KPU di Kantor PPK
Kecamatan Pallangga pada tanggal 12 Mei 2019 adalah data hasil
perhitungan kembali DAA.1 (hasil rekap desa);

Bahwa Saksi tidak mengetahui berada di urutan berapa Caleg partai PPP
atas nama H. Muhammad Said Asyura dari hasil Rapat Pleno KPU di Kantor
PPK Kecamatan Pallangga pada tanggal 12 Mei 2019 tersebut karena saksi
belum pernah melihat hasilnya;

Bahwa yang mempunyai kewenangan menginput data adalah Imran Bin
Mudding yang merupakan anggota PPK Kecamatan Pallangga bagian Divisi
Data;

Bahwa benar data perolehan suara yang diubah oleh Imran tersebut sudah
diprint dan sebagian sudah difotocopy;
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- Bahwa Saksi mengetahui kalau Imran bersama Terdakwa perg| ke Unismuh
untuk. fotocopy karena sebelum jam 8, Imran mengatakan bahwa dia sudah
mau fotocopy data tersebut; o

- Bahwa data-data yang difotocopy tersebut untuk dibagikan kepada saksi-
saksi dan Panwas; _

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencetak data tersebut, tetapi
yang membuat atau menginput datanya adalah Imran;

5. Muh. Ardath Bin Kurnia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidaﬁgan sehubungan dengan adénya tindak
pidana.pemilu; |

- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Irfan Wahab
dan Imran Bin Mudding;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya dugaan perbuatan tersebut
awalnya karena saksi ditelpon oleh Salahuddin Dg. Toro (Anggota PPK

o o

Pallangga) bahwa oknum PPK Pallangga 2 {dua) orang yaitu Imran dan Irfan

ketahuan melakukan perubahan angka / data pada rekap DAA
saksi segera menuju ke Kantor Camat;

Bahwa setelah di Kantor Camat, saksi langsung masuk

Panwascam, kemudian salah satu anggota Panwascam ingin m¢

yang ada sama saksi yang kemudian ingin dicocokkan denga
-dipegang .oﬁleh Panwascam, dan setelah dicocokkan tenyats
perubahan dan saksi lebih yakin lagi setelah hari itu juga sal
rekap ulang dan benar adanya perubahan tersebut;
Bahwa pada hari itu juga saksi bersama semua Anggota PF

1. Kemudian

ke ruangan
clihat data riil
n data yang
y benar ada

<si mengikuti

K Pallangga

dipanggil satu persatu masuk ke rumah Panwascam untuwp diklarifikasi

tentang adanya kejadian tersebut dan pada saat itu saksi menda
dari pihak Bawaslu bahwa benar Imran dan Ifan melakukar
angka atau data pada rekap DAA.t1 dengan iming-iming diberik
ﬁang 200 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dari Caleg H. Muh
Asyura dan bahkan telah menerima uang sebesar 3 (tiga) juts
Caleg H. Muhammad Said Asyura;

Bahwa Imran Bin Muddin yang merupakan anggota . PPK
Pallangga bagian Divisi Data melakukan 'perubahan data
rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa yaitu formulir mods

at informasi

1 perubahan

an sejumiah

ammad Said :

A rupiah dari

Kecamatan

di aplikasi

2l DAA.1 soft

file. Formulir model DAA.1 soft file menampilkan hasil perhitun gan suara di

semua TPS dalam satu desa:
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Bahwa sebelum penetapan, lmranvmelakukan perubahan angka atau data
perolehan suara yang telah diinput sebelumnya. Perubahan ini dilakukan
dengan cara menggeser perolehan suara internal partai, misalnya partai
Gerindra, Imran mengambil suara dari Caleg Gerindra lain dan dipindahkan
ke Caleg nomor urut 7 DPRD Kabupaten Sdri. Yuniarti, S.H. Dan juga partai
PPP, Imran mengambil suara dari Caleg PPP lain dan dipindahkan ke Caleg
nomor urut 2 DPRD Kabupaten Muhammad Said Asyura Setelah Imran
melakukan perubahan angka atau data pada DAA.1 soft file, data tersebut
kemudian diprint dan difotocopy dan akan disampaikan dalam rapat pleno
tingkat kecamatan;

Bahwa alat yang digunakan oleh Imran Bin Mudding dalam melakukan
perubahan data di Formulir DAA.1 soft file pada aplikasi rekapitulasi
perhitungan suara di tingkat desa adalah 1 (satu) unit laptop berwarna hitam
14 inchi, tetapi saksi tidak mengetahui merk laptop tersebut;

Bahwa nama Caleg PPP yang perolehan suaranya digeser oleh Imran masuk
ke perolehan suara H. Muhammad Said Asyura yang saksi ketahui pada saat
rekap ulang di Kantor Camat Pallangga tanggal 11 Mei 2019 adalah Caleg H.
Muh. Dahlan Dg. Tawang (nomor urut 1) dan Caleg Faisal (nomor urut 4);
Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara Caleg H. Muh. Dahlan
Dg. Tawang yang peroleh suaranya digeser oleh Imran masuk ke perolehan
suara Caleg H. Muhammad Said Asyura;

Bahwa yang saksi ketahui pada saat rekap ulang di Kantor Camat Pallangga
tanggal 11 Mei 2019 yaitu untuk Rekap Desa Je'netallasa perolehan suara
Caleg H. Muhammad Said Asyura dari 64 suara menjadi 230 suara;

Bahwa benar dengan adanya penambahan suara Caleg H. Muhammad Said
Asyura yang dilakukan oleh Imran, urutan Caleg H. Muhammad Said Asyura
di internal partainya mengalami perubahan menjadi urutan ke-2, menggeser
posisi Muh. Dahlan Dg. Tawang dan berpotensi untuk terpilih;

Bahwa sesuai informasi dari pihak Bawaslu Gowa, motivasi Imran Bin
Mudding sehingga melakukan perubahan data dengan menambahkan
perolehan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura adalah karena Imran
telah diberikan uang sebesar 3 (tiga) juta rupiah dan juga dijanjikan sejumlah
uang oleh Caleg H. Muhammad Said Asyura sebesar 200 juta rupiah sampai
dengan 250 juta rupiah;

Bahwa sepengetahuan saksi, selein Caleg H. Muhammad Said Asyura,
Caleg Kabupaten dari partai PKS nomor urut 3 atas nama Mursalim, S.E.,
M.M. perolehan suaranya juga ditambah oleh Imran. Begitu pula dengan
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Caleg Kabupaten dari partai Gerindra nomor urut 7 atas nama
juga ditambahkan oleh Imran;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah perolehan

ditambahkan oleh Imran kepada Caleg Kabupaten dari partai PK
3 atas nama Mursalim, S.E., M.M., dan dari Caleg mana peroleh
diambil;

Bahwa yang saksi ketahui pada saat rekap ulang di Kantor Cam
tanggal 11 Mei 2019 yaitu untuk Rekap Desa Je'netallasa pers
Caleg Yuniarti, 8.H. dari 22 suara menjadi 170 suara. Adapun
diambil adalah perolehan suara Caleg Saharuddin Dg. Mone (nor
Bahwa perubahan data yang dilakukan oleh Imran terseb
sebelum pleno penetapan hasil perolehan suara dilaksanaka
Kecamatan Pallangga;

Bahwa Rapat Pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan
tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019 di
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Adapun Rapat Ple
diambil alih oleh KPU Kabupaten Gowa disebabkan adan
perubahan pérolehan suara Caleg peserta Pemilu:

Bahwa sebelumnya memang sudah ada daftar untuk desa yar
dilakukan perhitungan perolehan suara;

Yuniarti, S.H.

suara yang

S homor urut

an suaranya

at Pallangga

slehan suara

suara yang

mor urut 8);
ut dilakukan

n oleh PPK

suara pada
Kantor PPK

N0 tersebut

ya Kejadian

g lebih dulu

Bahwa sebelum diketahui adanya kejadian perubahan angka atau data pada

perolehan suara beberapa’ caleg, ada beberapa kejanggalan
temui yaitu Imran membawa printer keluar tanpa seizin siapa
seharusnya hasilnya dibagikan ke saksi;

Bahwa selain itu pada saat berakhirnya rekapitulasi, saksi tiba
hubungan kerja oleh Imran dengan alasan bahwa pekerjaan
sampai di sini, padahal saksi merasa belum selesai, kemudi
beberapa desa yang dicopy oleh Imran, tetapi belum sel
flashdisknya langsung dicabut, sehingga otomatis datanya suda

yang saksi

pun padahal

-tiba diputus

saksi hanya

an ada juga

esai  dicopy,

terhapus;

Bahwa benar setelah saksi diputus oleh Imran, kemudian terjadi perubahan
perolehan suara beberapa caleg tersebut. Saksi mengetahuinya karena saksi

juga menyimpan filenya dan ada 1 (satu) desa yang sempat saksi pdf-kan

filenya dan setelah dibandingkan, memang ada data yang berubah

Bahwa Laptop yang saksi gunakan untuk merekap data a
pribadi;
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- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut karena laptop t

dipakai oleh Imran untuk menginput data selaku Anggota PPk

Pallangga bagian Divisi Data;

. Yulianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga
Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan den

dugaan tindak pidana pemily;

Bahwa dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari J

ersebut yang

( Kecamatan

i berikut:

gan adanya

m'at tanggal

10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kantor Camat Pallangga, Kecamatan

Pallangga, Kabupaten Gowa;

Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua PPK Palig

Surat Keputusan dari Ketua KPU Gowa Tahun 2018, tetapi saks

dan tanggal suratnya. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi

PPK adalah Melaksanakan tahapan pemilu yang disampaika

ngga adalah
5i lupa nomor
selaku Ketua
n oleh KPU,

Mengawasi seluruh logistik yang turun mulai dari awal tahapan sampai

dengan selesai, menyelenggarakan pengawasan keuangan
tingkat kecamatan; _

Bahwa sepengetahuan saks;j, tugés dan tanggung jawab |
bertanggung jawab dalam pengelolaan data pemilih yang terkait
dan pilpres;

Bahwa yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan reka
tingkat Kecamatan Pallangga adalah Miswar dan Muh. Ardath:
Bahwa struktur organisasi pada PPK Kecamatan Pallangga yz
Yulianti, Anggota : Salahuddin Dg. Toro (Divisi kampanye),
data), Irfan (Divisi sosialisasi), Miswar (Divisi teknis);

Bahwa Prosedur perekapan data dari rekap Desa sampai d
Kecamatan adalah awalnya kami membuka tiga kelas m
didampingi beberapa anggota PPK beserta saksi dari lima
Setelah itu kami melanjutkan perhitungan bersama-sama d
berdasarkan hasil C1 Planc yang berada di kotak suara masing:
kemudian dipindahkan masuk ke Format DAA.1. Kemudian
diinput oleh operator Miswar dan Muh. Ardath dan beberapa o
(PPS) dan diprint kemudian dibagikan kepada saksi-saksi untuk
setelah DAA.1 rampung, direkap kembali pada tingkat kec
setelah tidak ada koreksi, maka diterbitkanlah DA1 yang ditand
PPK dan masing-masing saksi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Imran yan
rekap pada tingkat kecamatan, dalam hal ini penerbitan DA1
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saat itu saksi tidak berada di tempat, namun seharusnya yang melakukan
rekap DA1 adalah Agregrator Situng yang menginput DA1 ya'itu Miswar dan
Muh. Ardath;

Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan terkait dengan permintaan file rekap
Desa tersebut, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah terjadi protes
yang dilakukan H. Tawang terkait adanya dugaan perubahan suara caleg;
Bahwa sepengetahuan saksi, yang seharusnya melakukan penginputan data
DAA1 ke DA1 pada tingkat Kecamatan Pallangga adalah Agregator Situng
yaitu Miswar dan Ardath;

Bahwa Imran tidak dibenarkan melakukan perubahan suara salah satu Caleg
pada DAA1 ke DA1 yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Caleg mana saja yang diubah perolehan
suaranya oleh Imwan, namun yang saksi ketahui salah satu Caleg yaitu H.
Tawang datang ke PPK Pallangga mengamuk dikarenakan terjadi perubahan
suara di internal partai PPP tingkat Kabupaten;

Bahwa berdasarkan informasi yang ketahui, Imran melakukan perubahan
suara dengan cara menggeser suara caleg internal partai dalam aplikasi
DAA1 ke dalam DAT1,

Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Imran dalam melakukan perubahan
suara dengan cara menggeser suara caleg internal partai dalam aplikasi
DAA1 ke dalam DA1, bisa merubah hasil suara atau perolehan kursi pada
caleg internal partai tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui suara caleg sebelum dan setelah
perubahan suara caleg atas nama H. Muh. Said Asyura dan H. Tawang
tersebut karena bukan saksi yang membidangi masalah informasi data
perolehan suara,

Bahwa Saksi tidak mengetahui caleg mana saja dalam internal partai PPP
yang digeser suaranya oleh Imran ke dalam perolehan suara H. Muh. Said
Asyura,

Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui bahwa Irfan (Terdakwa) sering
menemani Imran pada saat melakukan pertemuan dengan beberapa caleg
yang akan diubah suaranya pada masing-masing internal partai tersebut;
Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui bahwa H. Muh, Said Asyura
yang meminta tolong kepada Imran untuk merubah suaranya supaya H. Muh.
Said Asyura bisa terpilih sebagai Anggota Legislatif Tingkat Kabupaten;
Bahwa H. Tawang melakukan protes atas hasil DAA1 yang dikeluarkan oleh
PPK karena menurut informasi bahwa Imran melakukan perubahan
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' perolehan suara untuk beberapa Caleg yang salah satunya

suara caleg Muhammad Said Asyura;

internal partai PPP DPRD Kabupaten;

Bahwa sepengetahuan saksi, Imran melakukan perubahan

adalah suara

suara pada

beberapa caleg di beberapa internal partai dengan menggunakan 1 (satu)

unit laptop berwarna hitam dengan ukuran 14 inchi, tetapi| saksi tidak

mengetahui merk laptop tersebut;

menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubu
masalah perubahan data suara pemilu di Kecamatan Palangga;

Bahwa perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pa

. Mizwar Wahyudi, S.Pd Bin H. Mustari, dibawah sumpah pada pokoknya

ngan dehgan

da hari Jumat

tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat

Pallangga, Kabupaten Gowa;

Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan data suara setelah seorang caleg
dari partai PPP Nomor urut 1 atas nama H. Muh. Dahlan Dg Ta[vang datang
ke Kantor Camat Palangga memprotes jumlah suaranya berkurang dan

terjadi penambahan suara caleg PPP nomor urut 2 atas namg Muhammad

Said Asyura;

Bahwa setelah adanya protes dari caleg tersebut, diadaka

n pertemuan

dengan KPU, PPS dan saksi-saksi lalu dicocokkan data dan trnyata benar

ada perubahan jumlah suara sehingga Imran bin Muddin dan

Ifan Wahab

(para Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sementaral pergi untuk
fotokopi formulir DAA.1 (rekap desa) yang nantinya akan dibagikan kepada
saksi-saksi dan Panwas akhirnya ditelepon dan diminta jangan dulu fotokopi:

Bahwa setahu saksi Imran bin Muddin yang melakukan peruljahan jumlah

suara caleg tersebut di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara d

tingkat desa

yakni formulir model DAA.1 karena Imran selaku Devisi Data PPK Kecamatan

Palangga;

Bahwa Saksi tidak melihat langsung Imran bin Muddin melakukan perubahan
jumlah suara tersebut tapi lmrén bin Muddin pernah’ meminta untuk
mengambil alih tugas saksi selaku Devisi Teknis untuk sistem penghitungan/
situng (agregator), setelah itu Imran bin Muddin berhubungan dengan Ardat
selaku operator agregator untuk mengelola data pemilu sehingga terjadi

pengurangan suara caleg H. Muh. Dahlan Dg Tawang dan

penambahan

Bahwa Saksi tidak tahu yang membantu Imran bin Muddin melakukan

perubahan data;
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- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota PPK Palangga
adalah di bagian Devisi Teknis yang bertugas selaku teknis perekapan hasil
pencoblosan pilkada dan pilpres tahun 2019 dan bertanggungjawab kepada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa;

- Bahwa Saksi lupa persisnya waktu Imran bin Muddin meminta mengambil
alih tugas saksi namun terjadi pada bulan April 2019;

- Bahwa Saksi tidak lapor kepada Ketua PPK tentang ambil alih tugas tersebut
karena saksi percaya kepada Imran bin Muddin tidak akan mengubah data;

8. Zulfiadi Bin Bali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan
masalah perubahan data suara pemilu di Kecamatan Palangga;

- Bahwa perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pada hari Jumat
tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat
Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan suara dari media sosial yang
menginformasikan ada pelanggaran perhitungan suara para caleg di
Kecamatan Palangga lalu saksi bersama teman-teman saksi mencari tahu
pihak mana yang telah mengubah perolehan suara.

- Bahwa nanti pada tanggal 17 Mei 2019 saksi mengetahui jika suara saksi
hilang pada saat perhitungan resmi di Kecamatan Palangga yang diambil alih
oleh KPU Kabupaten Gowa lalu saksi membandingkan data awal dari PPK
dengan hasil akhir dari KPU Kabupaten Gowa dan terjadi selisih dari 10
suara menjadi 6 suara di Desa Bontoala sehingga saksi kehilangan suara
sebanyak 4 suara namun sekarang suara saksi sudah kembali seperti semula
yaitu 10 suara;

- Bahwa Saksi merupakan caleg dari partai PKS untuk dapil 7 Palangga -
Barombong Nomor urut 4;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan perubahan jumlah suara adalah Imran
bin Muddin selaku anggota PPK Devisi data;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Imran bin Muddin melakukan perubahan jumlah
suara di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara tingkat desa yaitu formulir
DAA-1;

- Bahwa setahu saksi Imran bin Muddin melakukan perubahan jumlah suara
karena ingin memenangkan salah satu caleg di internal partai PKS, namun
saksi tidak tahu nama caleg tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membantu Imran bin Muddin melakukan
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perubahan jumlah suara;

- Bahwa setelah mengetahui terjadi perubahan jumlah suara saksi tidak
melakukan protes ke PPK maupun ke KPU Kabupaten Gowa karena pada
saat itu jumlah suara saksi kembali normal menjadi 10 suara di Desa
Bontoala;

. Ali Polpoke, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan
masalah perubahan data suara pemilu di Kecamatan Palangga';

Bahwa perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pada hari Jumat
tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat
Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan data suara karena saksi selaku
Anggota Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Palangga;

Bahwa Saksi menjadi Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Palangga
Kabupaten Gowa sejak bulan Oktober 2017;

Bahwa setahu saksi yang melakukan perubahan jumlah suara caleg pada
pemilu 2019 di Kecamatan Palangga adalah Imran bi Muddin dan Irfan
Wahab selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
Palangga Kabupaten Gowa;

Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan jumlah suara caleg di
Kecamatan Palangga pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita,
saat itu saksi sedang berada di ruangan Sekertaris Camat Palangga yang
sekaligus merupakan ruangan data Panwascam lalu saksi dihubungi melalui
whatshapp oleh salah satu Komisioner KPU Gowa atas nama Muh. Basir
untuk mengsinkronkan data DAA.1 yang dia terima dari PPK untuk
dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh saksi selaku Panwaslu Kecamatan
Palangga, apakah ada perubahan atau pergeseran suara internal partai atau
lintas partai;

Bahwa ternyata selaku Panwaslu kami temukan adanya perubahan suara
yang tertera di DAA.1 Plano dengan DAA.1 soft file yang diberikan oleh KPU
melalui whatshapp yaitu perubahan suara caleg dari partai PPP atas nama H.
Muhammad Said Asyura dari 468 suara berubah menjadi 485 suara;

Bahwa selanjutnya Panwaslu menghubungi Komisioner KPU atas nama Muh.
Basir bahwa benar ada pergeseran suara, kemudian Muh. Basir datang ke

Kantor Camat Palangga untuk memastikan apakah betul ada perubahan data
tersebut;
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Bahwa setelah Muh. Basir mengetahui, tidak lama kemudian
salah satu Komisioner KPU Kabupaten Gowa atas nama Tasri
turut melihat perubahan tersebut dan selanjutnya Panwaslu me
data bersama KPU Kabupaten Gowa namun tiba-tiba datang s
PPP atas nama Dahlan Dg Tawang .yang marah-marah dan me
untuk meminta suaranya dikembalikan;

Bahwa pada keesokan harinya setelah pihak Bawaslu
pemeriksaan terhadap an‘ggota PPK Palangga diinformasikan
melakukan perubahan data tersebut adalah Imran bin Muddin
Irffan Wahab:

Bahwa perubahan data yang dilakukan oleh Imran bin Mud
sebelum plenc penetapan hasil perolehan suara dilaksanakz:
Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa,;

Bahwa rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara
Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019 di

Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;

Bahwa selisih suara H. Muhammad Said Asyura adalah 17
diambil dari caleg nomor urut 10;

Bahwa data perolehan suara yang dirubah oleh Imran bin M
data DAA.1 :é.udah diprint dan sebagian sudah difotokopi;

10. Muhammad Basir Bin H. Abdul Rahim, di bawah sumpah pa
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan den
perubahan data suara pemilu di Kecamatan Palangga dan
Devisi Teknis KPU Kab. Gowa adalah meng
penyelenggaraan tahapan Pemilu,";'r mulai dari tahap pendaft

sebagai

dengan penetapan Calon terpilih;

Bahwa benar pada proses pemilihan Caleg DPRD Kab. G
Pallangga terjadi permasalahan yakni penambahan dan pengu
Caleg internal Partai, yakni PPP, PKS dan Gerindra;

Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu di Kec. P

Pemilu dan Pilpres TA 2019 dengan cara melakukan per
menyebabkan tidak h

menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambaha

suara seorang Pemilih menjadi

perolehan suara Peserta menjadi berkurang adalah !mran

selaku Devisi Data PPK Kec. Pallangga/ yang menang
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- "

aggregator, bekerja sama dengan Irfan Wahab selaku Devisi S
Partisipasi Masyarakat;

psialisasi dan -

Bahwa Imran Bin Mudding selaku Divisi Data PPK Kec. Pallangga melakukan

perubahan data jumlah suara di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara _

ditingkat Desa yakni formulir model DAA.1, namun tempatny,
mengetahui secara pasti dan terjadi pada Bulan Mei 2019;
Bahwa cara Imran Bin Mudding melakukan perubahan data ju

a saksi tidak

mniah suara di

aplikasi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Desa yakni formulir model

DAA.1, yakni mengurangi jumlah suara Caleg internal Part'Ii yang tidak

‘perpeluang / berpotensi untuk terpilih menjadi anggota DPRD K

b. Gowa dan

menambah suara Caleg yang berpeluang untuk terpilih menjadi anggota

DPRD Kab. Gowa;

Bahwa berawal pada tanggal 10.Mei 2019, saksi meminta kepada Imran
Bin Muddin untuk memberikan data DAA.1 untuk Desa dan Kelurahan
sekecamatan Pallangga, kemudian data tersebut saksi betikan kepada

Panwascam Pallangga untuk diteliti kebenarannya, kemudia

N saksi juga

meneliti kebenaran data DAA.1 yang diberikan oleh fmran Bin Mudding, dan

setelah itu saksi menemukan adanya perbedaan data suara

pada internal

Partai PPP, Gerindara dan PKS, dan pada saat itu juga saksi menghubungi

anggota PPK Kecamatan Palllangga agar tidak menggandakan dokumen
tersebut yang nantinya akan dibagikan ke saksi-saksi peserta Pemilu;

Bahwa sepengetahuan saksi da‘ri Internal Partai PKS yang ditambah
suaranya di Desa Bontoala adalah MURSALIM, SE.,MM dari 30 suara,
setelah dilakukan pergeseran di formulir DAA.1 berubah menjadi 127, jadi

suara yang diambil adalah 97 suara:

Bahwa Imran Bin Muddin memperoleh suara yang dik‘urangi dan ditambah

tersebut diambil dari : Caleg No.urut 8 atas nama RUSMAN, S
dimana suara awal 322 setelah digeser menjadi 242, Caleg No

.Hi Dg NABA,

urut 2 nama

RAHMA, dimana suara awal 16 setelah digeser menjadi 14 suara, Caleg No.
urut 4 atas nama ZULFIADI, SE dimana suara awal 10 setelah digeser
menjadi 6 suara. Sedangkan dari Partai PPP dan Gerindra sayq sudah lupa,

siapa yang ditambah dan dikurangi;

Bahwa Data DA.1 (data rekapan kecamatan) yang dipegang olgh Imran Bin

Mudding dan telah diberikan soft copy-nya kepada saksi dan so
yang saksi berikan kepada Panwascam Pallangga untu
perbandingan data dari PPK dan Panwascam dan ternyata ad
data jumlah suara dari Partai PPP, PKS dan Gerindra:
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11. Ifan wahab, di bawah sumpah pada pokoknya menerang

Bahwa pada saat itu dilakukan penghitungan suara ulang pemilihan legislatif

di setiap Desa se-Kecamatan Pallangga dan diambil alih olgh KPU Kab.

Gowa dan mengembalikan suara Caleg yang sebenarnya;
Bahwa yang membantu Imran Bin Muddin dalam meiakuka
suara adalah Irfan Wahab;

n perubahan

Bahwa Selain dari partai' PPP, PKS dan Gerindra tidak ada paitai lain yang

keberatan ke KPU mengenai perhitungan suara;

suaranya adalah yang bermasalah di Desa Jenetallasa dan Bon

oala;

Bahwa Suara Caleg internal Partai PPP, PKS dan Genrindra y[ng dikurangi

Kec. Pallangga melakukan perubahan data jumiah suar

di aplikasi

Bahwa alat yang digunakan oleh Imran Bin Mudding selaku Di%isi Data PPK

rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Desa yakni formulir
adalah satu unit Laptop namun spesifikasinya saksi tidak tahu;
Bahwa yang melatarbelakangi, sehingga Imran Bin Mudding
Data PPK Kec. Pallangga melakukan perubahan data jumlah su
rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Desa, di Kec. Pal

nodel DAA.1

selaku Divisi
ara di aplikasi

angga yakni

formulir model DAA.1 karena ingin memenangkan salah satu Caleg di internal

Partai PPP, PKS dan Gerindra;

Bahwa benar dengan adanya perubahan data jumlah suara Ca

eg di Internal

Partai PPP, Gerindra dan Partai PKS yang dilakukan secara llegal oleh Imran

Bin Mudding bekerja sama dengan Irfan Wahab, maka yang dird
Para Caleg yang memenuhi syarat u.ntuk terpilih menjadi anggot
Gowa;
Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan anggota PPK Kec
menambah maupun mengurangi jJumlah suara Caleg di TPS;

berikut;

Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan
pemilu;

igikan adalah
a DPRD Kab.

c. Pallangga,

)kan sebagai

tindak pidana

Bahwa Saksi mengenal Imran karena ia sebagai petugas PPK Kecamatan

Pallangga di bagian Divisi Data, dimana Saksi bekerja sebagai

petugas PPK

Kecamatan Pallangga juga di bagian Divisi Sosialisasi sedangkan H. Muh.
Said Asyura merupakan tetangga Saksi dan juga sebagai Cilon Legislatif
Dapil 7 Pallangga, Barombong dari Partai PPP nomor urut 2 (dug);

Bahwa benar Saksi pernah menemani Imran untuk bertemu detgan H. Muh.

Said Asyura di Masjid Perum Griya Asinda Pratama;
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Bahwa Saksi menemani Imran untuk bertemu dengan H. Muh. Said Asyura
sehari setelah pemilihan umum, saat itu Saksi bertemu dengannya pada
malam hari, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena
pada saat itu mereka berbicara dengan nada pelan dan jarak Saksi saat itu
sekitar 10 Meter dari mereka se'hingga tidak mendengar apa yang mereka
bicarakan. Namun beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Imran
memberitahu Saksi bahwa H. Muh. Said memberinya uang sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan H. Muh. Said
memberikan uang kepada Imran karena Imran tidak memberitahukan kepada
Saksi alasannya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Imran menggunakan untuk apa uang yang
diberikan oleh H. Muh. Said tersebut;

Bahwa selain Saksi, Imran dan H. Muh. Said, tidak ada orang lain di masjid
tersebut karena pada saat itu situasi masjid sedang sepi karena masih dalam
tahap pembangunan;

Bahwa setelah pertemuan di masjid tersebut, Saksi penah pernah
berkomunikasi dengan H. Muh. Said, dimana H. Muh. Said menelpon Saksi
dan menanyakan apakah Imran bisa membantunya untuk mengamankan
suaranya dalam pemilihan Calon DPRD Kabupaten;

Bahwa benar Imran pernah mengajak Saksi kembali untuk bertemu dengan
H. Muh. Said setelah istirahat perekapan di PPK Kecamatan Pallangga
sekitar jam 01.00 Wita di warkop yang berada di Jalan Toddopuli Kecamatan
Panakkukang Kota Makassar, dimana pada saat itu H. Muh. Said datang
bersama salah satu timnya yaitu Tassese;

Bahwa pada saat itu kami menggunakan dua meja, dimana saat itu posisi
Saksi berhadapan dengan Imran dan posisi H. Muh. Said duduk di meja
samping kiri Saksi, berhadapan dengan Tassese;

Bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memastikan apakah Imran
bisa membantu H. Muh. Said untuk mengamankan suaranya di Partai PPP
Dapil 7 Kecamatan Pallangga, Barombong;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Imran melakukan perubahan
perolehan suara terhadap suara H. Muh. Said ataukah tidak, namun seluruh
anggota PPK Pallangga pernah dikumpulkan karena adanya perbedaan data
suara antara data saksi Partai PPP dengan data DAA1;

Bahwa Imran pernah mengajak Saksi bertemu dengan Yuniarti S.H. di

rumahnya di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, dimana pada saat itu

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid. $/2019/PN Sgm



- Bahwa benar data DAA1 tersebut telah selesai dikerjakan

Saksi bertemu dengan suami Yuniarti, S.H. yang merupakan |Kepala Desa
Bontoala. Adapun pembicaraan kami pada saat itu adalah membicarakan

berapa kursi yang didapat oleh PartaI'Gerindra serta permasaiahan pada

TPS yang ada di Desa Bontoala:

Bahwa pada pertemuan tersebut, Yuniarti S.H. tidak pernah meminta

bantuan Imran untuk menambah suaranya;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Imran akan membantu Yuniarti

S.H. karena

Imran sendiri yang memberi tahu Saksi di PPK Kecamatan Pallangga

beberapa hari setelah pertemuan tersebut, bahwa Imran akdn membantu

Yuniarti, S.H.;

Bahwa menurut Saksi, tindakan Imran yang melakukan perubahan’ suara

terhadap beberapa Calon Legislatif tersebut salah karena bertemu dengan

salah satu Calon Legislatif pada masa perekapan suara sudah Keliru, apalagi

akan melakukan perubahan perolehan suara:
Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan tersebut:

Bahwa Petugas PPK yang bertugas untuk melakukan penginputan data

DAA1 adalah Imran selaku divisi data:

oleh Imran,

sehingga Saksi dan Imran mencetak (print out) data tersebut untuk

diPlenokan di tingkat Kecamatan:

Bahwa Saksi bersama Imran mencetak Formulir DAA1 tersebut pada tanggal
10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita s/d 19.00 Wita dengan menggunakan
laptop merk Lenovo yang digunakan oleh Imran dan bertempat di Kantor

Camat Pallangga, Kelurahan Mangalii, Kecamatan Pallangga,
Gowa;

Kabupaten

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau data DAA1 yang dikerjakan oleh Imran
dan Imran cetak untuk di plenokan di tingkat Kecamatan, sebelumnya telah

diubah oleh Imran;

Bahwa menurut pemahaman Séksi. yang dimaksud dengan

membantu

perolehan suara adalah membantu mengamankan suaranya agar suaranya

tidak dicuri; 4
Bahwa keterangan yang benar adalah pernyataan Saksi di pe}s
Karena Saksi tidak pernah tahu kalau membantu yang dimaksug
Muh. Said dan Imran adalah membantu menambah perole

Sepengetahuan Saksi, H. Muh. Said hanya meminta dibantu
untuk mengamankan suaranya;
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Bahwa Saksi tidak memiliki alat komunikasi lain selain han
Samsung warna hitam tersebut;

Bahwa benar Saksi pernah menerima SMS dari Imran te
Handphone Saksi PKS a/n. Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019
23.13 Wita bertempat di Aula Kantor Camat Pallangga, Kelura
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Adapun isi SMSnya 2
. Saksi PKS a.n SULAIMAN 085256234475

Bahwa Imran mengirimkan nomor HP Terdakwa kepada Saksi
ingin henggunakan HP Saksi untuk menelpon Terdakwa. Namu
mendengar pembicaraan antara Imran dan Terdakwa, karena
Saksi dengan Imran sekitar 10 (sepuluh) meter dan Imran men
jalan. Saat itu dia menelpon di Aula Kantor Camat Pallangg
Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa pada tangga
sekitar pukul 23.13 Wita;

Bahwa Saksi tidak pernah menerima sms dari Terdakwa, tetapi
meneruskan balasan sms dari Terdakwa ke nomor handphone
pada saat itu handphone milik Imran lowbat:

Bahwa Isi sms dari Terdakwa yang diteruskan oleh imran ke H

itu adalah “Nomor urut 2 (Rahma) dan Nomor urut 8 (Rusm

dphone merk

ntang nomor

sekitar pukul

nan Mangalli,

dalah “Nama

karena Imran

n Saksi tidak
jarak antara

elpon sambit

a, Kelurahan

' 9 Mei 2019

mran pernah

Saksi karena

P Saksi saat
an, S.H. Dg.

Naba)”, tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dari isi SMS

ersebut;

Bahwa ‘Saksi tidak mengetahui bahwa Imran pernah dijanji akan diberikan

uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oi
apabila suara Caleg PKS a.n Mursalim Dapll 7 Pallanggc
ditambah perolehan suaranya;

12. Imran Bin Mudding, di bawah sumpah pada pokoknya I
sebagai berikut:

sh Terdakwa

-Barombong

nenerangkan

Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana

pemilu;

Bahwa Saksi bekerja sebagai salah satu anggota PPK di Kecamatan
Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab bagian Dev
* berhubungan dengan pengolahan data/ penginputan data;

Bahwa Saksi menggunakan laptop untuk mengolah data dari de

kecamatan;

Bahwa benar saksi melakukan perubahan data atau pergeseran s
caleg dari partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra;
Bahwa Saksi menambah suara caleg dari partai PPP atas nama

Asyura;
‘ Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 2/8id.
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Bahwa Saksi menambah suara caleg H. Muh. Said Asyura
mengurangi suara caleg lain yang ada didalam internal partai tersebu
Bahwa H. Muh. Said Asyura tidak.pemah menjanjikan dana kepa
menambah perolehan suaranya;

Bahwa Bahwa H. Muh. Said Asyura pernah memberikan dana
sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) agar dibantu untuk n
mengetahui jumlah perolehan suaranya;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan H. Muh. Said Asyura d
menjelang sholat Isya kemudian H. Muh. Said Asyura memint
memberitahukan jumlah perolehan suaranya, karena saat itu jum
suara para caleg dari Partai PPP masih belum jelas urutan pering
suara masing masing caleg tersebut;
Bahwa caleg H. Muh. Sadi Asyura‘tidak pemah menjanjikan dana
dan saksi hanya berpikir atau menafsirkan saja bahwa apabila H. Mu
lolos menjadi Anggota DPRD Kabupaten Gowa maka ia akan men
kepada saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta n|
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Ifran Wah
pergeseran suara caleg lain dan menambah suara caleg H. Muh

karena pekerjaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawat;

penginputan data
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai saksi dari Partai PKS:
Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini:

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi di warkop dan Terdakwa m

dibantu menambah angka suara salah satu caleg atas nama Mursali

Terdakwa menjanjikan dana sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh pulu

t

Ja saksi untuk

dengan cara

kepada saksi

1engamankan/

teras masjid

2 saksi unfuk

lah perolehan

kat perolehan

kepada saksi

h. Said Asyura

nberikan uang
piah) hingga
ab mengenai
Said Asyura
saksi untuk

eminta tolong
n, dan saat itu

N juta rupiah)

apabila saksi membantunya menambah angka suara dengan cara mengurangi

angka suara dari caleg lainnya;

Bahwa selain pertemuan di warkop, antara saksi dengan Terd

berkomunikasi melalui sms/pesan di handphone dan berisi pert

kepada Terdakwa ‘nomor urut caleg berapa yang digeser”, kemud
membalas pesan sms saksi namun saksi tidak ingat lagi/ lupa isi
Terdakwa dan sms tersebut ada tersimpan di kotak masuk pesan
saksi;

Bahwa saksi meneruskan balasan pesan/sms dari Terdakwa ke

Wahab, karena pada saat itu handphone milik saksi lowbat:
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13. Saksi H. Muh. Said Asyura dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

berikut;

1

menerangkan

Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana

pemilu;

Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Gowa, saksi

terdaftar selaku calon legislatif DPRD Kabupaten Gowa di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gowsa;

Bahwa Saksi kenal dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab;
Bahwa Saksi pemnah bertemu dengan Imran bin Mudding dan Irfan
setelah pencoblosan suara Pemilhan Umum yaitu di masjid ya
dibangun di Perumahan Griya Asinda Pratama, dan saksi berternu
bin Mudding dan Irfan Wahab secara tidak sengaja, dimana tujuan s

Wahab sehari
ng sementara
dengan Imran

aksi datang ke

tempat tersebut untuk mengecek tenda dan kursi yang dipakai pada pelaksanaan

Pemilihan Umum karena tenda tersebut milik saksi dan saksi mau
dan kembalikan;

suruh bongkar

Bahwa selain di masjid saksi juga pernah bertemu dengan Imran pin Mudding di

SPBU Pallangga dan Imran bin Mudding juga pernah mengaja

k saksi untuk

bertemu dan minum kopi di Warkop Toddopuli Makassar dan pada saat itu Irfan

Wahab juga hadir menemani Imran bin Mudding;

Bahwa pada setiap pertemuan tersebut antara saksi dengan Imran bin Mudding

maupun Irfan Wahab, tidak pernah membahas penambahan hasil perolehan suara

untuk saksi, akan tetapi saksi hanya meminta tolong agar perolehan suara saksi

diamankan/ mohon dijaga;
Bahwa Saksi tidak pemah menyerahkan sejumilah uang ataupun me
kepada Imran bin Mudding untuk menambah perolehan suara saksi:
Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan

menerangkan sebagai berikut:

njanjikan uang

Ahli sebagai

..Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya

Bahwa ahli pernah dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak

pidana pemilu ini;

Bahwa yang meminta keterangan kepada ahli tentang tindak pidana pemilu

adaiah tim penyidik dari Polres Gowa:

Bahwa menurut ahli tindak pidana pemilu adalah semua perbuatan yang

dilarang dan diancam pidana sesuai dengan UU No. 7 Tahun 20
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- Bahwa Unsur Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihc

a. Setiap orang adalah sepadan dengan unsur “Barang
mengacu pada orang perorangan. Dalam beberapa peraturas
undangan di Luar KUHP, ada yang mengertikan Setiap orang
perseorangan atau Korporasi;

an Umum

y Siapa’ yang
1 perundang-
adalah orang

b. Dengan Sengaja dalam KUHP tidak didefinisikan yang maksud

dengan  sengaja, tetapi dalam ilmu hukum pid

‘Kesengajaan’merupajan salah- satu bentuk unsur
syaratnya adalah “willen en wetens” atau perbuatan dengan se
menghendaki perbuatan tersebut mengetahui/menyadari
perbuatan tersebut;

c. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara se
menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu terten

tambahan atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berk

melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan|;

Suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai; atau
Menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suar

Perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

Bahwa rhengenai penyertaan, dalam KUHP diatur dalam Pasal &
ketentuan .penyertaan adalah untuk memperluas pelaku

dimintakan‘pertanggungjawaban pidana, oleh karena terkadang
perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam P4
diatur bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku, y
Yang Menyuruh Melakukan, Turut serta Melakukan dan

menganjurkan. Kemudian dalam Pasal 56 KUHP diatur :
pembantuan.
Bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku” dalam Pasal 55 KUHP 3
materiil yang memenuhi unsur delik. Untuk dikategorikan sebag
melakukan”, maka orang tersebut adalah orang yang mempuny
untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak mau melakukannyz:
menggunakan orang lain. Orang lain yang digunakan harusiah
tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab. Untuk ¢
sebagai “Turut Serta Melakukan” adalah orang yang secara saq
sama melakukan perbuatan untuk mewujudkan suatu tindak p
dikategorikan sebagai "Penganjur’, -maka orang tersebut har

untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk mela

pidana. Cara penganjurannnya ditentukan secara limitatif dala
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i

ayat (1) ke 2, yaitu: dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekera
ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesemp
atau keterangan.

Bahwa mengenai pembantuan, terdapat 2 bentuk pembantuan
pidana, yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan
untuk melakukan kejahatan. Perbedaaan pembantuan denga
melakukan kejahatan diantaranya adalah

disyaratkan adanya kesengajaan dalam bekerja sama atau

San, dengan

atan, sarana

dalam tindak
pembantuan

7 turut serta

dalam pembantuan tidak

relasi yang

sebanding, orang yang melakukan pembantuan melakukan peranan yang

tidak signifikan dalam tindak pidana tersebut, tidak 'disyaratkan tindakan

pelaksanaan/penyelesaian tindak pidana;

Bahwa Ahli jelaskan bahwa akibat yang dikehendaki dari Perbuatan yang

dilarang dalam Pasal 532 UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana yang telah ahli

jelaskan sebelumnya adalah:

Suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai; atau;

Menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara; atau;

Perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Demikian, jika salah satu akibat yang diatas sudah terpenuhi, dalam hal

peserta ini perserta pemilu tertentu mendapat tambahan
perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, maka perbu
sudah selesai.

suara atau

gtan tersebut

Bahwa sesuai yang ahli jelaskan sebelumnya bahwa delik ini dinyatakan

selesai apabila akibat yang dikehendaki dari perbuatan terserut tercapai,

dalam hal ini terjadi suara peserta Pemilu bertambah ata
Mengenai penentuan kapan dapat ‘disebut tercapai, menurut
bertambahnya atau berkurangnya suara, secara materil ti

1 berkurang.
ahli dengan

ndak pidana

tersebut telah selesai, tetapi secara formil, bukan kompetensi ahli untuk

menentukannya;

Bahwar Ahli menerangkan dalam ilmu hukum Pidana merupakan perluasaan

terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan

demikian berdasarkan Pasal 55 KUHP, tidak hanya materil yan
tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggunggjawaban
juga kepada pihak-pihak yang turut serta melakukan, menyury
serta menganjurkan melakukan;

Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan Pelaku adalah

g melakukan
idana, tetapi

h melakukan

orang-orang

yang secara materil melakukan perbuatan untuk terwujudnya delik dalam hal
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. Fatmawati binti Abd Rahim, S.S., MA. dibacakan pad

ini adalah orang yang melakukan perubahan data sehingga n
peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perc

renyebabkan

ylehan suara

peserta pemilu menjadi berkurang. Kemudian orang-orang erng meminta

agar dilakukan perubahan data sehingga menyebabkan Peserta Pemilu

tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara pe

menjadi berkurang dengan cara memberi atau menjanjikan s

dengan menyalahgunakan kekuasaaan/martabat dikategorik
penyertaan tindak pidana dengan kualifikasi
(iutlokking/uitlokker);

Bahwa meminta kepada seseorang untuk melakukan suatu t

serta pemilu
sesuatu atau
can sebagai

penganjuran

ndak pidana

dapat dikategorikan sebagai penyertaan tindak pidana. Dinyatakan sebagai

penyertaan dengan kategori “menyuruh melakukan”’, apabila
yang diminta melakukan tindak .pidana tidak mempunyai
bertanggungjawab, sedangkan apabila orang yang dimintai mela
pidana adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggur]
meminta melakukan tindak pidananya dengan cara memt

yang orang
kemampuan
kukan tindak
g jawab dan

rerikan atau

menjanjikan sesuatu atau dengan menyalahgunakan kekuasaan atau

martabat, atau dengan kekerasan, atau dengan ancaman atac
atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke 2 K

penyesatan
keterangan
(UHP, maka

kategorinya adalah ‘Menganjurkan”. Dikaitkan dengan perks
karena IMRAN BIN MUDDING vyang melakukan tindak

ra ini, oleh

idana atas

permintaan H. MUH SAID ASYURA adalah orang- yang| mempunyai

kemampuan bertanggung jawab karena merupakan anggota PPK Kecamatan

Palllangga-Gowa serta permintaan melakukan tindak pidana ters
menggunakan sarana janji pemberian sejumlah uang, maka n
kategori penyertaannya adalah "Menganjurkan” sebagaimana
Pasal 55 KUHP;

menerangkan sebagai berikut:
Ahli menjelaskan bekerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum
Gowa terhitung tanggal 26 Juni 2018 sampai sekarang,
sebagai Kordinator Divisi Hukum KPU Kab. Gowa:
Ahli memberikan keterangan Ahli ini berdasarkan Surat
dikeluarkan oleh Ketua KPU Prov. Sulsel;

ebut dengan
1enurut saya

diatur dalam

a pokoknya

(KPU) Kab.
Jabatan abhli

Tugas yang

Ahli menerangkan perhitungan suara dimulai di tingkat TPS setelah proses

pemungutan suara selesai. Penghitungan dimulai dari Pemb
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suara mulai dari Pilpres, DPR, DPD, DPRD Propinsi |dan DPRD

Kabupaten/Kota dan dilakukan secara berurutan. Cara. penghitungan

dilakukan dengan membuka kotak suara lalu menghitung jumlah surat suara

keseluruhan dalam kotak tersebut lalu disesuaikan dengan dgftar C7 DPT,
DPK dan DPTb (daftar pemilih tambahan) untuk memastikan kesesuaian
jumlah surat suara yang digunakan dan pengguna Hak pilih. Penghitungan
suara disaksikan oleh saksi pasangan calon, saksi partai politik, dan saksi
calon anggota DPD serta pengawas TPS. Penghitungan suara dilakukan
dengan suara yang jelas terdengar dan memperlihatkan surat suara yang
dihitung:

Hasil perhitungan dituangkan ke dalam C1 Plano dengan tulisgn yang jelas

terbaca, selanjutnya hasil penghitungan suara pada C1 Planc jituangkan ke

dalam berita acara pemungutan dan penghitungan serta ked
hasil penghitungan suara pemilu berupa C1 hologram dan

kecamatan), selanjutnya dibuat beberapa salinan C1 un

lam sertifikat

lampirannya

uk diberikan

(akan dimasukkan kedalam kotak untuk dibacakan pada {ekap tingkat

kepada para saksi, pengawas TPS, C1 Situng untuk KPU Kab
rangkap untuk diumumkan, 1 rangkap untuk PPS dan 1 rangka

upaten dan 1
p untuk PPK;

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkgt Kecamatan

diselenggarakan oleh PPK, sesuai dengan peraturan

perundang-

undanganya itu dilaksanakan dalam rapat Pleno yang dihadiri peserta

pemilu yaitu melalui saksi-saksinya yang telah dimandat
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, saksi

saksi calon anggota DPD dan Panwaslu Kecamatan.

yaitu saksi

partai politik,

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah proses

penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara dengan cara menghitung

suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perolehan suara partai

politik dan calon-calonnya dan perolehan suara calon anggota

DPD;

Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan yang
dilakukan oleh PPK selanjutnya KPU kabupaten/kota pada tingkat

Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi pada tingkat Provinsi da
tingkat Nasional; _

Rekapitulasi penghitungan suara dipimpin oleh ketua PPK berg
PPK dan dibantu sekertariat PPK,

Penghitungan perolehan suara Rekapitulasi ditakukan secd

n KPU pada

ama anggota

ra berurutan

mulai dari rekap Pilpres, dilanjutkan dengan DPR, DPD, DPRD, Propinsi dan

DPRD Kabupaten / Kota. Rekapitulasi hasil perolehan sua
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pada TPS-TPS dalam satu wilayah kelurahan/Desa sebelum rekapitulasi

“hasil perolehan suara dalam satu kecamatan. Penghitungan| suara TPS-

TPS dalam satu desa dituangkan dalam DAA1 Plano. Cara rekapitulasi TPS

dalam satu wilayah desa/kelurahan adalah dengan membuka kotak suara

pilpres yang berisi formulir model C KPU Berhologram, model C1 PPWP

Berhologram, C1 DPR Berhologram, Model C1 DPD RI Berhol

bgram, Model

C1 DPRD Prov. Berhologram, Model C1, DPRD Kab/Kota, Model C2

KPU serta model C5 KPU, mengeluarkan dan membuka sa

mpu! tersegel

dari kotak suara, menempelkan formulir model DAA1 Plane PPWP dan

seterusnya untuk semua jenis pemilihan dan menampilkan DAA1+Soft file

dengan menggunakan LCD Projektor, selanjutnya meneliti dan membaca

dengan cermat dan jelas data jumiah pemilih, pengguna hak pilih,

penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam

formulir model C1 PPWP berhologram dan seterusnya untuk|semua Jenis

pemilihan, mencatat perolehan suara dari setiap C1 Hologram dari setiap
TPS kedalam formulir model DAA1 Plano PPWP dan diinput dalam formulir

model DAA1 (soft file) demikian seterusnya hingga selesai 5

kategori jenis

pemilihan;

Ahli menerangkan bahwa pihak yang terlibat adalah Ketua PPK dan
anggota, Sekretariat PPK, Ketua dan anggota PPS dan sekretariat PPS
untuk membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di
tingkat desa dan tingkat kecamatan, para saksi pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden, masing-masing saksi partai politik, paré aksi anggota
DPD, dan Panwas Kecamatan. Dalam hal terdapat perselisihan hasil
perhitungan suara ditingkat TPS, PPK dapat menghadirkaL Ketua atau
anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara. Rapat Rekapitulasi dapat di hadiri oleh pemantau pemilu,

masyarakat dan .atau instansi terkait. Dalam hal rek‘apitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dilakukan secara pararel, peserta pemilu

dapat menghadirkan saksi, paling banyak dua o_réng untuk se
yang bertugas secara bergantian, setiap saksi hanya dapat

liap kelompok

menjadi saksi

untuk satu peserta pemilu dan wajib membawa dan menyerahkan surat

mandat yang ditanda tangani oleh pasangan calon atau t

m kampanye

kabupaten kota atau ditingkat diatasnya untuk pemilu presiden dan wakil

presiden, pimpinan parpol untuk tingkat kabupaten atau kot:

a atau tingkat

diatasnya untuk pemilu DPR RI, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten atau

Kota, calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD;
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Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat

PPK, ketua PPS, anggota PPS, dan sekretariat PPS. Ketua PPK memimpin

rapat rekapitulasi sementara sekretariat PPK di bantu oleh sekretariat PPS

bertugas :

a. Menyiapkan formulir rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk
setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan dan formulir rekapitulasi untuk
setiap kelurahan/desa dalam wjlayah kecamatan;

b. Mencatat rekapitulasi hasil nghitungan perolehan suara dari C1
Hologram kedalam formulir sebf&ai berikut:

DAA.1-PPWP, model DAA.1-DPR,” model DAA.1-DPD, model DAA.1 -

DPRD Provinsi dan DAA.1 DPRD bupaten/kota.

Model DAA.1 plano — PPWP, mo DAA.1 plano - DPR, mpdel DAA.1

plano — DPD, model DAA.1 plano — DPRD Provinsi dan DAA.1 plano —

DPRD kabupaten/kota.

Untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam

wilayah desal/kelurahan. Sedangkan untuk rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara setiap kelurahan/desa dalam satu wilayah kecamatan di

tuangkan dalam model DA.1 PPWP, model DA.1 — DPR, model DA.1 -

DPD, model DA.1 — DPRD Provinsi dan DA.1 — DPRD kabupaten/kota.

Untuk model DA.1 PPWP dan seterusnya secara otomatis terinput dalam

aggregator DA.1 ketika soft file DAA.1 telah selesai secara keseluruhan

dalam satu kecamatan dan dilakukan proses agregasi.

Ahli menerangkan bahawa sistem kerjanya adalah kolektif kolegial namun

secara teknis, devisi teknis sebagai koordinator dalam proses rekapitulasi

perhitungan suara tingkat kecamatan, termasuk data-data proses
rekapitulasi perolehan hasil penghitungan dikoordinir oleh devisi teknis
selaku koordinator yang menangani secara teknis proses rekapitulasi

perhitungan suara. Jika rekapitulasi dilakukan secara pararel, maka 1

kelompok atau grup terdapat paling kurang satu anggota PPK sebagai

penanggung jawab proses rekapituasi pada tiap-tiap kelompok tersebut:

Bahwa ada yaitu Aplikasi situng (Sistem Informasi Penghitungan perolehan

suara). Situng perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam

pelaksaan penghitunagn suara, rekapitulasi hasil penghitunagan suara dan
penetapan hasil pemilu. Untuk kebutuhan proses rekapitulasi penghitungan
suara di tingkat kecamatan maka mekanisme penggunaan situng adalah
sebagai berikut yakni operator situng bersama koordinator (Kasubag
Teknis) mendownload dari situng soft fileformulir model DAA.1 dan
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'DA.1 ini sesuai dengan data peserta pemilu pada surat suara

-untuk mengisi perolehan suara peserta pemilu untuk 5 |

'DAA.1 plano ditempel dan DAA.1 soft file di tampilkan

Agregator DA.1. Soft file tersebut bersifat offline, Selanjutnya dibagikan

melalui flasdisk atau alat transfer data lainya ke PPK kecamatan yaitu devisi

teknis sebagai koordinator pelaksanaan proses rekapitulasi ditingkat

pemilu serta data peserta pemilu pada Silon (system informasi

‘kecamatan dan satu orang operator. Isi dari Soft file DAA.1 dan Agregator

untuk 5 jenis

pencalonan).

Soft file DAA.1 dan DA.1 yang di Download dari situng ini meruEakan format

onis kategori

pemilu. Pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka

melalui LCD

proyektor. Proses rekapitulasi yang di pimpin oleh ketua/anggota PPK dan

dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai dan Panwas Kecamatan. Dalam

proses rekapitulasi dimungkinkan dibuat secara pararel

maksimal 4

kelompok, dimana setiap kelompok dipimpin oleh minimal 1 PPK, masing-

masing 1 saksi peserta pemilu dan 1 pengawas. Pada saat rekapitulasi

berlangsung maka data pada C1 Hologram dibacakan oleh ketua PPS dan

diinput oleh operator (PPS/staf sekretariat PPS/PPK yang

Petugas penginput, 1 orang mencatat perolehan suara dari

ditugaskan).
C1 ke dalam

format DAA1 plano dan 1 orang menginput pada soft file format DAA.1

yang ditampilkan pada LCD proyektor;

Soft file data DAA.1 ini memiliki beberapa fungsi antara lain urjtuk mencatat

data dari perhitungan suara ditingkat TPS (data C1 Hologram)

sebagai alat

kontrol data di DAA.1 Plano, yakni ketika ada data tidak sinkrgn maka pada

aplikasi akan terbaca merah * sehingga dapat langsung dilakukan

pengecekan dan perbaikan data hingga data menjadi sinkron selama proses

pleno, dan sebagai data hasil yang sah dari proses pleno rek

penghitungan perolehan suara desa/kelurahan yang dimaksud

apitulasi hasil

Selanjutnya hasil rekap yang sudah ditetapkan, dijadikan Salinan modél

DAA.1 yang akan ditanda tangani oleh para saksi, ketua dan

anggota PPK

dan selanjutnya diserahkan kepada para saksi dan panwas kecamatan
serta DAA.1 untuk situng. Data C1 Hologram yang diinput kedalam format

DAA.1 soft file dan DAA.1 Plano harus sama angkanya, untu

bahwa proses rekapitulasi itu terlaksana secara jujur;

< memastikan

Ahli menerangkanbahwa proses rekapitulasi dipimpin oleh Ketua/anggota

PPK dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai, saksi calon

perseorangan

dan Panwas Kecamatan. Dalam proses rekapitulasi dimungkinan dibuat
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secara pararel maksimal 4 kelompok, dimana setiap kelompok dipimpin oleh

minimal 1 PPK, masing-masing 1 saksi peserta pemilu dan 1 pgngawas;
Ahli menerangkan bahwa seorang pemilih memiliki kedallatan untuk
menentukan pilihanya yang dituangkan pada saat mencoblos surat suara di
bilik di TPS, pilihan pemilih pada surat suara selanjutnya dituangkan
rWai politik dan

para calegnya dan calon anggota DPD. Prinsip penyelenggaraan dalam hal

kedalam C1 sebagai perolehan dari pasangan calon atau pa

ini administrasi pencatatan pilihan pemilih itu harus didasarkan prinsip

Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia dengan
penyelenggaraan pemilu antara lain jujur, adil, berkepastian
terbuka, dan profesional. Ketika pilihan peserta pemilih di cata
dengan pilihanya, maka kedaulatan pilihan pemilih menjadi
karena tidak sesuai dengan fakta pilihan pemilih tersebut, d
pada proses pleno rekapitulasi perolehan suara pada C1 hg
dituangkan ke dalam formulir model DAA.1 harus bersesuaian ¢
menjaga nilai suara pemilih;

Selanjutnya data hasil pleno rekapitulasi dalam model DAA.1 t
dapat diubah-ubah, karena hasil rekapitulasi dalam pleno
kesepakatan yang sah,yaitu disepakati dalam rapat pleno. PPK
mengubah hasil pleno tersebut dalam pleno, di luar pleno tidak
baik sebelum maupun sesudah pleno, maka jika ada yang men
melakukan pelanggaran. -

Hakikat penghitungan suara dan pleno rekapitulasi hasil ¥
suara adalah mencatat dan menyaksikan bersama-sama prose
dan penjumlahan perolehan suara tersebut dalam mencari keb
sesungguhnya mengenai nilai angka-angka perolehan sua
Dengan adanya perubahan tersebut maka berita acara dan s
penghitungan suara pada C1 Hologram yang diubah hasilnya
menjadi tidak bernilai, demikian pula hasil dari proses plend
menjadi tidak bernilai karena telah diubah di luar pleno dan tida
dengan angka-angka yang di sepakati dalam pleno rekapitulasi
Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan peserta per
“mendapatkan tambahan suara adalah ketika dia mempsg
padahal tidak dipilih oleh pemilih pada surat suara. perol
peserta pemilu menjadi berkurang adalah ketika pilihan';

dirinya tidak dicatat sebagai perolehan suara peserta pen
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berikut:
1.

penghitungan surat suara maupun pada saat rekapitulasi penghitungan

perolehan suara;

Ahli menerangkan bahwa Tindakan PPK tersebut sudah termasuk tindakan
yang "menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau
menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau
perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
Jika mengacu pada fakta mengenai data dalam formulir DAA|1 yang telah
diplenokan yang tidak sesuai dengan DAA.1 plano dan C[ Hologram,
tindakan mengubah data pada DAA.1 yang berbeda dengan yang
disepakati didalam pleno, itu telah menyebabkan peserta pemilu tertentu
mendapatkan tambahan dan peserta pemilu yang lain berkurang perolehan
suaranya;
Hakikat penghitungan suara dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan
suara adalah mencatat dan menyaksikan bersama-sama proses pencatatan
dan penjumlahan perolehan suara tersebut dalam mencari kehenaran yang
sesungguhnya mengenai nilai - angka-angka perolehan suara tersebut.
Dengan adanya perubahan perolehan suara pada formulir DAA.1 yang telah

diplenokan,maka secara otomatis menjadikan suara seorang pemilih tidak

bernilai oleh karena suara pemilih yang tertuang dalam C.1 Hologram dan
telah direkap ke dalam model DAA.1 yang telah disepakati secara sah
dalam pleno telah mengalami perubahan,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

1 unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putih, Model| :GT-E1272,
IMEI:352713/07899766/7, IMEI:352714/07/899766/5, S/N:RR1H1095L5Y,
terdapat didalamnya SIM Card | Telkomsel 085240751010 No.PUK:
0025000004339946, SIM Card 2 Telkomsel 082397757579 No. PUK
621000978275757900;
1 Unit Handphone merk Samsung warna biru tua, Model:SM-8310E,
IMEI:359941/06/437999/5,IME|;:359942/06/437999/3,S/N:RR1H203QHTH,

terdapat didalamnya Sim Card Telkomsel: 082190000269:;
1 (satu) unit Laptop merk Lenovo 14 Inci, warna hitam, MO PFIXB7B21005:
Foto copy yang dilegalisir C1 Hologram/Rekapitulasi hasil penglhitungan
suara untuk tingkat DPRD Kab. Gowa pada Kelurahan Papgkabinanga,
Parangbanoa dan Desaa Bontoala;

Foto copy yang dilegalisir Print Foto SMS Percakapan Terdakwa IMRAN
dengan Terdakwa SULAIMAN;
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

16.

§ {8

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa,

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Julukanaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pallangga Kab. Gowa,;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa,;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa,

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa,;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019
untuk Desa/Kelurahan Julupa’mai, Kec. Pallangga Kab. Gowa,;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupai, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu

Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab.
Gowa;
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24,

25.

26.

2T,

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Kab. Gowa,;
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec. Pallangga Kab.
Gowa,
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pallangga Kab.
Gowa,;
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa:
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa:
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pallangga Kab.
Gowa,
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa:
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiu
Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 diadakan Pemilihan Umum secara
serentak untuk memilih Calon Anggota DPRD, DPR, DPD dan Calon
Presiden Republik Indonesia;

Bahwa di Kabupaten Gowa khususnya di wilayah Kecamatan Palangga juga
diadakan pemilihan umum tersebut yang pelaksanaanya di tingkat
Kecamatan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
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Bahwa PPK Kecamatan Palangga terdiri dari 5 (lima) orang anggota
diantaranya yang menjadi anggota yaitu Saksi Imran Bin Mudding dan Saksi
Irfan Wahab di bagian devisi data.

Bahwa pada saat dilakukan rekab suara ditingkat Kecamatan Palangga
ternyata ditemukan adanya pergeseran suara beberapa calon Anggota
DPRD Kabupaten Gowa.

Bahwa pergeseran suara tersebut berupa pengurangan jumlah suara dari
beberapa calon anggota DPRD Kabupaten Gowa yang dipindah ke
beberapa calon anggota DPRD Kabupaten Gowa yang lain di wilayah
pemilihan Kecamatan Palangga.

Bahwa oleh karena mendengar informasi ditemukan adanya dugaan
pelanggaran berupa pengurangan maupun penambahan suara di wilayah
Kecamatan Palangga, maka Saksi Juanto Bin Djufri selaku anggota
Bawaslu Kabupaten Gowa melakukan klarifikasi dan identifikasi masalah
tersebut dilapangan, dan pada saat itu sedang melakukan rekap di KPU
Kabupaten hingga saat malam hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi Juanto
mengajak teman komisioner lain ke Kantor Camat Palangga, dan saat itu
sedang dilakukan rekap di Kantor Kecamatan.

Bahwa dari investigasi yang dilakukan Saksi Juanto dari Bawaslu
Kabupaten Gowa maupun pihak PP Kecatatan Palangga ditemukan
penambahan atau pergeseran suara Caleg daerah pemilihan Palangga
sebagai berikut :

» Bahwa untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim
terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya
memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9
suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara kemudian di DAA.1
berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1
berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya
memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1;

e Bahwa untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim
terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni perolehan suara dari 11
TPS hanya memiliki 4 suara sesuai rekap DA1 (rekap palsu) kemudian
bertambah 97 suara sehingga total suara yang diperoleh setelah
penambahan menjadi 101 suara;

e Bahwa untuk Partai PPP Caleg atas nama H. Muh. Said Asyura
terdapat perubahan suara dari 15 TPS dari 5 Desa yakni Desa
Bontoala jumlah suara sebanyak 110 bertambah menjadi 113 suara,
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Desa Jenetallasa jumlah suaranya sebanyak 64 bertambah menjadi
130 suara, Desa Parang Banoa jumlah suaranya sebanyak 14
bertambah menjadi 34 suara, Desa Pangkabinanga jumlah suaranya
sebanyak 468 bertambah menjadi 485 suara, dan Desa Bontoramba
jumlah suaranya sebanyak 72 bertambah menjadi 78 suara;

« Bahwa perolehan para caleg tersebut bertambah, yakni Caleg Yuniarti,
SH dari Partai Gerindra bertambah karena diperoleh dari suara caleg
partai yang sama, dan Caleg Mursalim dari Partai PKS bertambah
karena diperoleh suara caleg dari partai yang sama bernama Rusman
Dg. Naba, sedangkan Caleg H. Muh. Said. Asyura bertambah
suaranya karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama yakni
caleg Faisal, Irwan Abidin, dan Julia Eka Puspita, sebagaimana
pergeseran suara tersebut terjadi didalam internal partai;

Bahwa dari hasil investigasi pihak Bawaslu Kabupaten Gowa maupun
Gakumdu diperoleh hasil jika penambahan maupun pergeseran suara Caleg
tersebut dilakukan oleh Saksi Imran Bin Mudding dan Saksi Iffan Wahab
selaku anggota PPK Kecamatan Palangga.

Bahwa Saksi Imran Bin Mudding melakukan perubahan data suara dengan
menggunakan sarana laptop denga melakukan perubahan data atau
pergeseran suara pada Formulir DAA.1 yang ada di PPK Kecamatan Palangga
terhadap caleg dari partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra;

Bahwa Terdakwa merupakan Saksi dari partai PKS pada saat berlangsung
pemilihan Umum tanggal 17 April 2019.

Bahwa Terdakwa pemah bertemu dengan saksi Imran Bin Mudding di warkop
dan Terdakwa meminta tolong dibantu menambah angka suara salah satu caleg
atas nama Mursalim, dan saat itu Terdakwa menjanjikan dana sebesar
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) apabila saksi membantunya
menambah angka suara dengan cara mengurangi angka suara dari caleg lainnya;
Bahwa selain pertemuan di warkop, antara saksi Imran Bin Mudding dengan
Terdakwa pemah berkomunikasi melalui sms/pesan di handphone dan berisi
pertanyaan saksi kepada Terdakwa ‘nomor urut caleg berapa yang digeser”,
kemudian Terdakwa membalas pesan sms saksi Imran Bin Mudding namun saksi
tidak ingat lagi/ lupa isi balasan sms Terdakwa dan sms tersebut ada tersimpan di
kotak masuk pesan di handphone saksi Imran Bin Mudding;

Bahwa saksi Imran Bin Mudding meneruskan balasan pesan/sms dari Terdakwa

ke nomor Saksi Irfan Wahab, karena pada saat itu handphone milik saksi Imran
Bin Mudding lowbat.

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid, S/2019/PN Sgm



-  Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang oleh Kepolisian
Resort Gowa sejak tanggal 26 Juni 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya,;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara
seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu
tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu
menjadi berkurang.

3. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang, kata Setiap Orang
tersebut menunjuk pada orang vyaitu pribadi yang dapat dimintakan
pertanggung jawaban secara pidana, dimana dalam perkara ini Penuntut
Umum telah mengajukan Terdakwa Sulaeman Bin Sahabuddin lengkap dengan
identitasnya walaupun Terdakwa tidak dapat dihadapkan dipersidangan oleh
karena telah menjadi DPO sejak proses penyidikan, akan tetapi berdasarkan
pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum terhadap diri terdakwa
dapat dilakukan pemeriksaan dipersidangan walaupun tanpa kehadiran
Terdakwa sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dalam
diri Terdakwa.
Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara
seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu
tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu
menjadi berkurang.
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Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja’
Memorie Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan mengef

berdasarkan

ahui (willens

en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tind

kan dengan

sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau

akibatnya. Sehingga dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti
dan mengetahui apa yang dilakukan sehingga orang vyan

perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan

enghendaki
melakukan

isamping itu

mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang
akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasérkan uraian teori kesengajaan|dan sifatnya
yang diungkapkan oleh para Ahli Hukum Pidana, maka dapat disimpulkan jika
sistem hukum pidana kita (KUHP) menganut teori pengetahuan/membayangkan
(kleunloos) dalam

(voorstellingtheorie) dan kesengajaan tidak berwarna

menentukan kesengajaan dalam perbuatan pidana dimana untuk menifai
apakah pelaku tindak pidana sengaja melakukan perbuatannya adalah dengan
akibat dari

'perbuatannya tersebut, tidak menjadi masalah apakah akibat perbuatannya

menilai apakah pelaku membayangkan/menyangka (voorstellen

sesuai dengan bayangan ataupun sangkaan ataupun tujuan pelaku, dan juga
tidak menjadi masalah apakah pelaku tahu perbuatan tersebut melanggar

hukum ataupun tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melakukan per

puatan yang

menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan

peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perd

peserta pemilu menjadi berkurang” merupakan unsur yang bers

sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka u
dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemu
perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih
unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” menurut Kamus &
Indonesia adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya),
(suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya), melaksanakan, m
menunaikan, meIaZImkaWKeblasaan cara dan sebagainya)
(membuat dan sebagainy@ berlaku dan berbuat sesuatu terhadd
orang, dan sebagainya) gAdapun definisi “perbuatan” adalah j
diperbuat (dilakukan), tl
‘menyebabkan” adala

dakan, kelakuan, tingkah laku. Selan;

suatu hal, menjadikangebab. Sedangkan “suara” diartikan sebaga
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemilih” berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Warga
Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih,
sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Adapur yang dimaksud dengan
“‘Peserta Pemilu” adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota
DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu
anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Tidak Bernilai”
dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai membuat suara yang telah diberikan
menjadi tidak sah dan tidak dapat diperhitungkan lagi. Selanjutnya yang
dimaksud dengan “Mendapat Tambahan Suara” yaitu membuat suara yang
telah diperoleh menjadi lebih besar atau lebih banyak daripada yang
seharusnya. Adapun yang dimaksud dengan “Menjadi Berkurang” yaitu
membuat suara yang telah diperoleh menjadi lebih sedikit atau menyusut
daripada yang seharusnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 17
April 2019 diadakan Pemilihan Umum secara serentak untuk memilih Calon
Anggota DPRD, DPR, DPD dan Calon Presiden Republik Indonesia periode
2019 hingga 2024 sehingga Kabupaten Gowa khususnya di wilayah Kecamatan
Palangga juga melaksanakan pemilihan umum tersebut yang pelaksanaanya di
tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bahwa Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palangga terdiri
dari 5 (lima) orang anggota diantaranya yang menjadi anggota yaitu Saksi Imran
Bin Mudding dan Saksi Irfan Wahab di bagian devisi data.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan rekap suara ditingkat
Kecamatan Palangga ternyata ditemukan adanya pergeseran suara beberapa
calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dimana pergeseran suara tersebut
berupa pengurangan jumlah suara dari beberapa calon anggota DPRD
Kabupaten Gowa yang dipindah ke beberapa calon anggota DPRD Kabupaten
Gowa yang lain di wilayah pemilihan Kecamatan Palangga. Bahwa mendengar
informasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa pengurangan maupun
penambahan sﬁara di wilayah Kecamatan Palangga, maka Saksi Juanto Bin
Djufri selaku anggota Bawaslu Kabupaten Gowa melakukan klarifikasi dan
identifikasi masalah tersebut di lapangan dan pada saat itu sedang melakukan
rekap di KPU Kabupaten sehingga saat malam hari pada Jumat tanggal 10 Mei

2019 saksi Juanto mengajak teman komisioner Bawaslu Kabupaten Gowa lain
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ke Kantor Camat Palangga yang pada saat itu sedang dilangsungkan rekap di

Kantor Kecamatan.

Menimbang, bahwa dari investigasi yang dilakukan Saksi Juanto dari

Bawaslu Kabupaten Gowa maupun pihak PP Kecatatan Palangga ditemukan

penambahan atau pergeseran suara caleg daerah pemilihan Palangga sebagai

berikut :

Bahwa untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim
terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya
memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9
suara, TPS 7 yang awalnya memiliki O suara kemudian di DAA.1
berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1
berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya
memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1;

Bahwa untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim
terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni perolehan suara dari 11
TPS hanya memiliki 4 suara sesuai rekap DA1 (rekap palsu) kemudian
bertambah 97 suara sehingga total suara yang diperoleh setelah
penambahan menjadi 101 suara;

Bahwa untuk Partai PPP Caleg atas nama H. Muh. Said Asyura
terdapat perubahan suara dari 15 TPS dari 5 Desa yakni Desa
Bontoala jumlah suara sebanyak 110 bertambah menjadi 113 suara,
Desa Jenetallasa jumlah suaranya sebanyak 64 bertambah menjadi
130 suara, Desa Parang Banoa jumlah suaranya sebanyak 14
bertambah menjadi 34 suara, Desa Pangkabinanga jumlah suaranya
sebanyak 468 bertambah menjadi 485 suara, dan Desa Bontoramba
jumlah suaranya sebanyak 72 bertambah menjadi 78 suara;

Bahwa perolehan para caleg tersebut bertambah, yakni Caleg Yuniarti,
SH dari Partai Gerindra bertambah karena diperoleh dari suara caleg
partai yang sama, dan Caleg Mursalim dari Partai PKS bertambah
karena diperoleh suara caleg dari partai yang sama bernama Rusman
Dg. Naba, sedangkan Caleg H. Muh. Said. Asyura bertambah
suaranya karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama yakni
caleg Faisal, Irwan Abidin, dan Julia Eka Puspita, sebagaimana

pergeseran suara tersebut terjadi didalam internal partai;

Menimbang, bahwa dari hasil investigasi pihak Bawaslu Kabupaten Gowa

maupun Gakumdu diperoleh hasil jika penambahan maupun pergeseran suara
Caleg tersebut dilakukan oleh Saksi Imran Bin Mudding dan Saksi Irfan Wahab
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selaku anggota PPK Kecamatan Palangga. Bahwa Saksi Imran Bin Mudding
melakukan perubahan data suara dengan menggunakan sarana laptop denga
melakukan perubahan data atau pergeseran suara pada Formulir DAA.1 yang ada di
PPK Kecamatan Palangga terhadap caleg dari partai PPP, partai PKS dan partai
Gerindra;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri merupakan Saksi dari partai PKS
pada saat berlangsung pemilihan Umum tanggal 17 April 2019. Bahwa Terdakwa
pemah bertemu dengan saksi Imran Bin Mudding di warkop dan Terdakwa meminta
tolong dibantu menambah angka suara salah satu caleg atas nama Mursalim, dan
saat itu Terdakwa menjanjikan dana sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta
rupiah) apabila saksi membantunya menambah angka suara dengan cara
mengurangi angka suara dari caleg lainnya. Bahwa selain pertemuan di warkop,
antara saksi Imran Bin Mudding dengan Terdakwa pernah berkomunikasi melalui
sms/pesan di handphone dan berisi pertanyaan saksi kepada Terdakwa ‘nomor urut
caleg berapa yang digeser’, kemudian Terdakwa membalas pesan sms saksi Imran
Bin Mudding namun saksi tidak ingat lagi/ lupa isi balasan sms Terdakwa dan sms
tersebut ada tersimpan di kotak masuk pesan di handphone saksi Imran Bin Mudding
dan selanjutnya saksi Imran Bin Mudd'ing meneruskan balasan pesan/sms dari
Terdakwa ke nomor Saksi Ifan Wahab, karena pada saat itu handphone milik saksi
Imran Bin Mudding lowbat.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim
menemukan adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Imran Bin Mudding
dan saksi Irfan Wahab hingga mengakibatkan bertambahnya suara Caleg dari Partai
Keadilan Sejahtera bernama Mursalim, dimana perubahan suara tersebut
berasal dari 11 TPS yaitu dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada
sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki
0 suara kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya
memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10
yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1:

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Imran Bin Mudding selaku
anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengakui jika benar Terdakwa
pernah menghubungi Saksi Imran Bin Mudding guna meminta tolong dibantu
menambah angka suara salah satu caleg atas nama Mursalim, dan saat itu Terdakwa
menjanjikan dana sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) apabila saksi
membantunya menambah angka suara dengan cara mengurangi angka suara dari
caleg lainnya.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta jika Saksi Imran Bin Nudding yang
merupakan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
Palangga memilki cukup akses guna melakukan perubahan data DAA.1 melalui

* perangkat Laptop oleh karena bagian devisi yang ditangani oleh Terdagwa berkaitan

langsung pula dengan bagian pengolahan data suara yang masuk pada PPK

Kecamatan Palangga.
Ménimbang, bahwa apabila fakta perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Imran
Bin Mudding dengan merubah data -fo_nnulir D.AA1 pada Kecam Lan Palangga
dengan menambahkan suara Caleg atas nama Mursalim atas permintaan Terdakwa
dengan dijanjikan sejumlah uvang oleh Terdakwa, dapat dikualifikasikan sebagai
bentuk perbuatan kesengajaan untuk untuk menyebabkan peserta pemilu tertentu
mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu| lain menjadi
berkurang.
Maijelis Hakim menYimpquan jika Saksi Imran Bin Mudding mau melakukan
perbuatan tersebut oleh karena adanya janji pemberian uang oleh Terdakwa, apalagi
Saksi Imran Bin Mudding mempunyai cukup sarana dan kewenangan selaku anggota
PPK Kecamatan Palangga untuk dapat merubah formulir data DAA.1 yang ada pada
PPK Kecamatan Palangga. '
Menimbang, bahwa dari keseiuruhan uraian pertimbangan diatas| maka Majelis
Hakim berkesimpulan jika unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan yang
menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan
peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara
peserta pemilu menjadi berkurang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.
Ad.3 Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

melakukan.

Menimbang, Bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan pembuktian
unsur—unéur\ sebelumnya dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan
bagian dari pertimbangan pembuktian unsur “sebagai yang melakukan, yang
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :| orang yang

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, vyaitu :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara b
melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang s
berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa
yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang il
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o

melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain

Sedangkan

pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam

hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yan

g melakukan

(pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan
terurai diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa ya
Saksi Imran B'in Mudding guna menambah suara salah satu
Kabupaten Gowa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk orang ya
melakukan. Bahwa dari fakta sebelum Saksi Imran Bin Muddin
perb'uatan menambah suara, Terdakwa pernah bertemu dengan
Bin Mudding dengan menjanjikan sejumlah uang apabila Sak
Mudding mau melakukan penambahan suara Caleg atas nar
sehingga dengan demikian dari uraiaﬁ pertimbangan diatas maka (
yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta mel
terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal §
1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

sebagaimana

ng menyuruh
caleg DPRD
ng menyuruh
g melakukan
Saksi Imran
si Imran Bin
na Mursalim,
Insur sebagai

akukan telah

532 Undang-
5 ayat (1) ke-
telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan alternatif kesatu.
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan d

untuk selanjufnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- 1 unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putih
E1272, IMEI:352713/07899766/7, IME}:3527 14!
S/IN:RR1H1095L5Y, terdapat didalamnya SIM Card

i persidangan

| Model :(GT-

07/899766/5,

| Telkomsel

085240751010 No.PUK: 0025000004339946, SIM Card 2 Telkomsel

082397757579 No. PUK 621000978275757900;

- 1 Unit Handphone merk Samsung warna biru tua, Mog

el:SM-8310E,

IMEI:359941/06/437999/5,IME|:350942/06/437999/3,S/N:RR1H203Q
HTH, terdapat didalamnya Sim Card Telkomsel: 082190p00269,

Adalah sarana untuk melakukan perbuatah pidana maka terhadap barang

bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo 14 Inci, warna hitam, MO

PFSXB7B21005;

- Foto copy wyang dilegalisir C1 Hologram/Rekapitulasi hasil

penghitungan suara untuk tingkat DPRD Kab. Gowa pa
Pangkabinanga, Paranghanoa dan Desa Bontoala;

da Kelurahan

“
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g,

- &

Foto copy yang dilegalisir Print Foto SMS Percakapan Terdakwa

IMRAN dengan Terdakwa SULAIMAN;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Ka

b. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pa
Gowa:

langga Kab.

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pa
Gowa,

llangga Kab.

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Ka

b. Gowa:

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk 'Desa/KeIurahan Panakkukang, Kec. Pa
Gowa;

langga Kab.

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Julukanaya, Kec. Pallangga

Kab. Gowa;

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pal
Gowa:

langga Kab.

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga
Salinan Model DAA1-DPR, DI5RD, DPD, DPRD, PPWP F
2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga K
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DP!j, DPRD, PPWP F
2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Ka
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP F
2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP F
2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga K
Satinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP F
2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab.
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP F
2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kat
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Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Julupa’mai, Kec. Pallangga Kab. Gowa:
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupai, Kec. Pallangga
Kab. Gowa,;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DERD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, . Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga
Kab. _Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga
Kab. Gowa,; .

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga
Kab..Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;
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- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota

- Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Ke
Kab. Gowa;

c. Pallangga

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga

Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk ' Desa/Kelurahan - Jenetallasa, Kec,

Pallangga Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota

Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Ke
~ Kab. Gowa.

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Juanto selak
Bawaslu Kabupaten Gowa maka terhadap barang bukti tersebut
pada Saksi Juanto. ‘

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan' pidana terhada
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memk
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Terdakwa tidak pernéh hadir saat proses penyidikan hingga pe
- Perbutan Terdakwa meresahkan masyarakat
Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi p
harus]ah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-undang Nomor 7

c. Pallangga

1 Komisioner

dikembalikan
b Terdakwa,

yeratkan dan

rsidangan

dana maka

Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55.ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Renyelesaian

Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta ‘peraturan perundang- -undangan lain yang

bersangkutan
MENGADILI:

1. Menyatakan Sulaiman Bin Sahabuddin telah terbukti sec
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh

ara sah dan

menambah

perolehan suara peserta pemilu” sebagaimana Dakwaan Alternatif

Kesatu Penuntut Umum:
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Sulaiman Bin Sahabuddin dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putih, Model :GT-
E1272, IMEI:352713/07899766/7, IMEI:352714/07/899766/5,
SIN:RR1H1095L5Y, terdapat didalamnya SIM Card | Telkomsel
085240751010 No.PUK: 0025000004339946, SIM Card 2 Telkomsel
082397757579 No. PUK 621000978275757900;

-1 Unit Handphone merk Samsung warna biru tua, Model: SM-8310E,
IMEI:  359941/06/437999/5, IMEIl: 359942/06/437999/3, S/N:
RR1H203QHTH, terdapat didalamnya Sim Card Telkomsel:
082190000269; .

Dirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) unit Laptop merk Lenovo 14 Inci, warna hitam, MO
PFOXB7B21005;

Foto copy vyang dilegalisir C1 Hologram/Rekapitulasi hasil
penghitungan suara untuk tingkat DPRD Kab. Gowa pada Kelurahan
Pangkabinanga, Parangbanoa dan Desaa Bontoala:
Foto copy yang dilegalisir Print Foto SMS Percakapan Terdakwa
IMRAN dengan Terdakwa SULAIMAN:
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa:
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab.
Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pallangga Kab.
Gowa,;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec, Pallangga Kab. Gowa:
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec. Pallangga Kab.
Gowa; '
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Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Julukanaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Bontcramba, Kec. Pallangga Kab.
Gowa,

Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Satinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun
2019 untuk Desa/Kelurahan Julupa’mai, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupai, Kec. Pallangga
Kab. Gowa; '

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec.
Pallangga Kab. Cowa:

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga
Kab. Gowa,;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;
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- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemiu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec.
Pallangga Kab. Gowa;:

Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga
Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga
Kab. Gowa; ‘

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota

Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec.
Pallangga Kab. Gowa:
Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga
Kab. Gowa.

Dikembalikan pada Saksi Juanto.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh
kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.H.,
dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
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